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ABSTRAK 
Nama  : Husnul Khatima Syarif 
NIM  : 60800113054 
Judul Skripsi   : Evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir Kota Bulukumba 
(Studi Kasus Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan 
Terang-Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng 
Kecamatan Ujung Bulu) 
Pembimbing : 1. Dr. Ir. Syafri,  M.Si 
    2. Risnawati K, S.T., M.Si 
 
Kota Bulukumba sebagai salah satu kota kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan memiliki perkembangan perkotaan kearah positif. Hal tersebut terlihat dari 
perkembangan Kota Bulukumba yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 
yang dipengaruhi oleh berkembangnya berbagai sarana prasarana perkotaan. 
Kabupaten Bulukumba telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Terjadi ketidak sesuain antara 
rencana dan implementasi terhadap rencana tata ruang Kabupaten Bulukumba 
khususnya di kawasan pesisir Kota Bulukumba Kelurahan Kalumeme, Kelurahan 
Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng  
Kecamatan Ujung Bulu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesesuaian antara 
peruntukan penggunaan lahan eksisting terhadap rencana pola ruang kawasan pesisir 
Kota Bulukumba, mengetahui faktor-faktor terjadinya simpangan penataan ruang di 
kawasan pesisir Kota Bulukumba. Hasil analisis diperoleh lahan yang mengalami 
perubahan terbesar adalah perlindungan setempat sebesar -5,35 Ha. Tanda minus (-) 
pada nilai perlindungan setempat menunjukkan penurunan luasan. Sedangkan yang 
mengalami perubahan lahan terkecil yakni -0,11 Ha. Faktor-faktor yang 
menyebabkan simpangan penataan ruang pada kawasan pesisir Kota Bulukumba 
adalah sanksi penataan ruang sebesar 0,123 sebagai faktor tertinggi, kemudian 
perizinan 0,058; mata pencaharian sebesar 0,037; sosialisasi tata ruang 0,007. 
 
Kata Kunci : Evaluasi, Simpangan, Rencana Tata Raung, Kawasan Pesisir. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pesisir adalah lingkungan yang terletak di sepanjang garis pantai. 
Wilayah pesisir pantai merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut yang 
masih dipengaruhi sifat-sifat laut. Potensi pesisir tidak hanya berupa sumber 
daya laut seperti perikananan, namun potensi terhadap view laut atau keindahan 
pantai juga dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata.  
Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan 
laut yang didalamnya terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia 
dengan lingkungan daratan dan lingkungan lautan. Dalam suatu wilayah pesisir 
terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya pesisir. 
Ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai 
kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. 
Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan 
manusia. 
Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting tetapi rentan 
(vulnerable) terhadap gangguan. Karena rentan terhadap gangguan, wilayah ini 
mudah berubah baik dalam skala temporal maupun spasial. Perubahan di 
wilayah pesisir dipicu karena adanya berbagai kegiatan seperti industri, 
perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya tambak, pertanian, pariwisata. 
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Aktivitas manusia dalam menciptakan ruang-ruang terbangun akhirnya 
sering mengakibatkan masalah di dalam ekosistem pesisir. Batasan kawasan 
terbangun seperti kota pesisir harus dilakukan. Perkembangan pemukiman, atau 
fasilitas lain harus dibatasi melalui sistem penataan ruang agar perkembangan 
ruang terbangun dapat terkendali dan arah pengembangan ke arah sepanjang 
pantai harus di cegah. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tinggi 
namun dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah 
pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat berkelanjutan. 
Pengeloaan wilayah pesisir dan laut merupakan kewajiban yang harus 
ditanggung oleh setiap umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia 
yang menjadi khalifah untuk mengelola dan memanfaatkan tanpa merusak 
tatanan yang telah ada. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup 
yang diberi kewenangan untuk tinggal di bumi, beraktivitas dan berinteraksi 
dengan lingkungannya. Amanah untuk tinggal di bumi juga harus diimbangi 
dengan pengelolaan yang positif serta pemeliharaan yang berkelanjutan. 
Allah swt. telah berfirman dalam QS ar-Rum/30:41 sebagai berikut: 
 ْمُهَّلَعَل اوُلِمَع يِذَّلا َضْع َب مُهَقيِذُِيل ِساَّنلا يِدَْيأ ْتَبَسَك َابِ ِرْحَبْلاَو َِّبْلا فِ ُداَسَفْلا َرَهَظ ﴿ َنوُعِجْر َي١٤﴾  
Terjemahnya:  
Telah Nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 
(kejalan yang benar) (Kementerian Agama RI, 2012).  
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Aktivitas yang akan ditempatkan pada suatu ruang di kawasan pesisir 
harus memperhatikan kesesuaian antar kebutuhan (demand) dengan 
kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumberdaya (carrying capacity). 
Dengan mengacu kepada keseimbangan antara demand dan supply, maka akan 
dicapai suatu optimasi pemanfaatan ruang antara kepentingan masa kini, masa 
datang serta menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang.  
Kabupaten Bulukumba mempunyai luas sekitar 1.154,7     atau sekitar 
2,4 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Bulukumba tahun 2016. Secara geografis, Kabupaten 
Bulukumba memiliki panjang garis pantai kurang lebih 164 Km sehingga 
wilayah ini sering disebut sebagai daerah maritim. Selain itu, letaknya yang 
berada pada Laut Flores dan Teluk Bone menjadikan Kabupaten Bulukumba 
berada pada posisi jalur kepariwisataan dan jalur perdagangan antar pulau yang 
terletak pada bagian selatan Jasirah Sulawesi. 
Kota Bulukumba sebagai salah satu kota kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan memiliki perkembangan perkotaan kearah positif. Hal tersebut terlihat 
dari perkembangan Kota Bulukumba yang dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan yang dipengaruhi oleh berkembangnya berbagai sarana prasarana 
perkotaan.  
Wilayah pantai atau bagian selatan kota, dalam perencanaannya mengarah 
ke pengembangan pesisir (waterfront). Kecenderungan perkembangan Kota 
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Bulukumba terutama di wilayah pesisir tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
yang ada. Tumbuhnya fasilitas perdagangan dan jasa yang tidak sesuai dengan 
arahan pemanfaatan ruang. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini, 
dimana ingin diketahui apakan eksisting penggunaan lahan yang ada di sekitar 
kawasan pesisir pantai Kota Bulukumba sudah sesuai dengan rencana tata ruang 
yang ada saat ini. Serta ingin diketahui apabila terjadi penyimpangan maka 
faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya simpangan penataan 
ruang di wilayah pesisir pantai Kota Bulukumba. Oleh karena itu berdasarkan 
uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Rencana 
Tata Ruang Kawasan Pesisir Kota Bulukumba (Studi Kasus Kelurahan 
Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan 
Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu)”.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penggunaan lahan di kawasan pesisir Kota Bulukumba 
ditinjau dari aspek tata ruang? 
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya simpangan penataan 
ruang di kawasan pesisir Kota Bulukumba? 
C. Tujuan  
1. Mengidentifikasi penggunaan lahan di kawasan pesisir Kota Bulukumba 
ditinjau dari aspek tata ruang. 
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya simpangan 
penataan ruang di kawasan pesisir Kota Bulukumba. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 
1. Ruang Lingkup Wilayah 
Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini yaitu wilayah pesisir Kota 
Bulukumba yaitu Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan 
Terang-Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng 
Kecamatan Ujung Bulu. 
2. Ruang Lingkup Substansi 
Adapun ruang lingkup susbtansi pada penelitian ini yaitu evaluasi 
penggunaan lahan eksisting terhadap rencana tata ruang kawasan pesisir 
Kota Bulukumba Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan 
Terang-Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng 
Kecamatan Ujung Bulu. 
E. Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan 
tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam 
proses selanjutnya terangkum secara sistematis, dengan sistematis penulisan 
sebagia berikut : 
BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 
ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tentang kajian teori mengenai penggunaan lahan, 
faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan penggunaan lahan, 
kawasan pesisir perkotaan, rencana tata ruang, evaluasi perencanaan, 
penelitian terdahulu dan kerangka pikir. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik 
penarikan sampel, varibel penelitian, metode pengolahan dan analisis 
data dan definisi operasional. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memuat tentang gaambaraan umum wilayah Kabupaten 
Bulukumba, gambaran umum kawasan pesisir Kota Bulukumba, 
kebijakan tata ruang Kabupaten Bulukumba, penggunaan lahan 
kawasan pesisir Kota Bulukumba terhadap rencana tata ruang dan 
faktor penyebab terjadinya simpangan penataan ruang. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi informasi referensi acuan dalam penyusunan peneltian. 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penggunaan Lahan 
1. Definisi Penggunaan Lahan 
Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan 
daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. 
Lingkungan fisik berupa relief atau topografi, iklim, tanah dan air, 
sedangkan lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. 
Dalam penggunaan lahan, perlu diperhatikan aspek fisiknya agar tidak 
menimbulkan kerusakan bagi tanah serta daerah sekitarnya. Faktor fisik 
yang paling dominan adalah kemiringan lereng dan ketinggian dari 
permukaan air laut. Faktor kemiringan berpengaruh besar terhadap kendali 
air yang menentukan ada atau tidaknya kerusakan. 
Lahan merupakan area atau luasan tertentu dari permukaan bumi 
yang memiliki ciri tertentu yang mungkin stabil atau terjadi siklus baik 
diatas atau di bawah luasan tersebut meliputi atmosfir, tanah geologi, 
hidrologi populasi tumbuhan dan hewan, dan dipengaruhi oleh kegiatan 
manusia (ekonomi, sosial, budaya) di masa lampau dan sekarang, dan 
selanjutnya mempengaruhi potensi penggunaanya pada masa yang akan 
datang. (Baja dan Phil 2012). 
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Dalam penelitian yang ditulis Hamonangan (2000) mengemukakan 
bahwa penggunaan lahan adalah merupakan setiap bentuk campuran 
tangan manusia terhadap sumberdaya lahan baik yang bersifat permanen 
(tetap) atau cyclic yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik materil 
dan spiritual. Lebih jauh, Hamonangan menngemukakan tiga faktor yang 
penting untuk dipertimbangkan dalam memanfaatkan lahan yakni (a) 
kesesuaian Bio-fisik, (b) kelayakan sosial-ekonomi dan (c) kelayakan 
kelembagaan. 
Perencanaan tata guna lahan sangat diperlukan karena: 
1. Jumlah lahan terbatas dan merupakan sumberdaya yang hampir tak 
terbaharui (non renewable), sedangkan manusia yang memerlukan 
tanah jumlahnya terus bertambah. Pertumbuhan penduduk 
berlangsung dengan kecepatan sekitar 2,5 persen/tahun; 
2. Meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dapat 
meningkatkan persaingan penggunaan ruang (lahan),sehingga sering 
terjadi konflik (perebutan) penggunaan lahan; 
3. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dapat 
menyebabkan kerusakan lahan; 
4. Kontroversi lahan pertanian dengan tanah subur termasuk sawah 
irigasi menjadi lahan non-pertanian seperti wilayah industri, 
perumahan dan lain-lain perlu ditata karena sulitnya mencari lahan 
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pengganti yang lebih subur atau minimal sama, diluar lahan 
pertanian yang telah ada; 
5. Banyak lahan hutan yang seharusnya digunakan untuk melindungi 
kelestarian sumberdaya air kemudia digarap menjadi lahan pertanian 
tanpa memperhatikan azas kesesuaian lahan, sehingga dapat 
merusakkan tanahnya sendiri maupun lingkungan pada umumnya; 
6. Pandangan bahwa tanah semata-mata merupakan faktor produksi, 
cenderung mengabaikan pemeliharaan kelestarian tanah. Padahal, 
tanah juga mempunyai kemampuan terbatas dalam member daya 
dukung bagi kehidupan manusia.  
Dalam buku yang ditulis oleh Harjowigeno dan Widiatmaka (2015) 
dijelaskan bahwa perencanaan tataguna lahan (PTGL) dapat didefinisikan 
sebagai perencanaan yang mengatur jenis-jenis penggunaan lahan di suatu 
daerah agar dapat digunakan secara optimal, yaitu memberi hasil yang 
tertinggi dan tidak merusakkan tanahnya sendiri serta lingkungannya. 
Ruang lingkup prencanaan tata guna lahan meliputi: (1) penilaian secara 
sistematis potensi tanah dan air, (2) mencari alternatif-alternatif 
penggunaan lahan terbaik, dan (3) menilai kondisi ekonomi, sosial dan 
lingkungan agar dapat memilih dan menetapkan tipe penggunaan lahan 
yang paling menguntungkan, memenuhi keinginan masyarakat dan dapat 
menjaga tanah agar tidak mengalami kerusakan di masa mendatang. Pada 
hakekatnya, perencanaan tataguna lahan akan bermanfaat apabila: 
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a. Keinginan akan adanya perubahan penggunaan lahan atau keinginan 
untuk mempertahankan penggunaan lahan yang sudah ada harus 
dapat diterima oleh masyarakat atau berbagai sektor yang terkait. 
b. Harus ada kemauan politik maupun kemauan untuk melaksanakan 
rencana tersebut. 
Sasaran dari perencanaan tataguna lahan adalah memilih jenis 
penggunaan lahan terbaik, yaitu penggunaan lahan yang efesien 
berdasarkan atas kesamaan hak (keadilan sosial) dan diterima oleh 
masyarakat serta atas dasar penggunaan secara lestari (efficient, equity, 
acceptability dan sustainability). 
a. Efisien 
Efisien, dalam hal ini artinya memberi kauntungan terbesar dengan 
biaya terendah. Bagi perseorangan, efisien berarti memberi 
keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan bagi pemerintah, efisien 
berarti meningkatkan pendapatan negara dan menguntungkan 
seluruh rakyat. 
b. Kesamaan/Keadilan (Equity dan Acceptability) 
Penggunaan lahan harus dapat diterima masyarakat dan bersifat adil. 
Artinya, ada unsur kesamaan kepentingan (keadilan). 
c. Kesamaan/Keadilan (Sustainability) 
Penggunaan lahan yang lestari (sustainable) adalah penggunaan 
lahan yang memenuhi kebutuhan saat ini, dan sekaligus 
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mengawetkan sumberdaya tersebut untuk generasi masa yang akan 
datang.  
Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemam-puan lahan 
dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan 
tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya 
perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi penggunaannya 
seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air 
dan tingkat erosi yang telah terjadi (Siswanto 2006).  
2. Penyimpangan Penggunaan Lahan 
Menurut Siswanto (2006) perubahan penggunaan lahan dalam 
pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut 
terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi 
kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua 
berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih 
baik. 
Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan 
konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. 
Sebagai contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, 
transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong terjadinya perubahan 
penggunaan lahan. Teknologi juga berperan dalam menggeser fungsi 
lahan. 
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Perubahan penggunan lahan di suatu wilayah merupakan 
pencerminan upaya manusia memanfaatkan dan mengelola sumberdaya 
lahan. Perubahan penggunaan lahan tersebut akan berdampak terhadap 
manusia dan kondisi lingkungannya. 
Marisan (2006) mengatakan bahwa perubahan penggunaan lahan 
dapat diartikan sebagai suatu proses pilihan pemanfaatan ruang guna 
memperoleh manfaat yang optimal. Tiga struktur yang berkaitan dengan 
perubahan penggunaan lahan (Hamonangan 2000): 
a. Struktur permintaan atau kebutuhan lahan 
Kebutuhan sumberdaya lahan menjadi faktor pendorong proses 
perubahan penggunaan lahan, yang secara garis besar dibagi menjadi 
menjadi 3 kelompok utama yaitu (1) defortasi baik ke arah pertanian 
maupun non-pertanian, (2) konversi lahan pertanian ke non-
pertanian, dan (3) penelantaran lahan. Pada dasarnya aspek 
permintaan lahan berkaitan dengan kebijakan dan program 
pemerintah untuk meningkatkan efisiensi sosial ekonomis, 
peningkatan efisiensi industri dan kelembagaan, penurunan tingkah 
laku spekulatif dan pengontrolan peningkatan jumlah penduduk. 
b. Struktur penawaran atau ketersediaan lahan 
Ketersediaan lahan dibatasi oleh luasan permukaan yang tetap. 
Kualitas lahan yang bervariasi dan penyebarannya secara spasial 
tidak merata dan cenderung tetap menyebabkan penawaran 
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penggunaan lahan bersifat inelastis terhadap besarnya permintaan 
akan lahan. Penawaran sumberdaya lahan ini juga sangat 
dipengaruhi oleh penggunaan lahan saat ini. Penggunaan lahan saat 
ini berpengaruh terhadap elastisitas lahan untuk berubah 
penggunaannya. Penggunaan lahan untuk permukiman, industri dan 
fasilitas sosial-ekonomi memiliki elastisitas yang rendah untuk 
berubah. Sedangkan penggunaan lahan untuk pertanian, kehutanan 
dan perkebunan memiliki elastisitas yang lebih  tinggi untuk berubah 
kearah penggunaan lainnya. adanya perbedaan efisiensi dalam 
penggunaan lahan, dimana penggunaan lahan untuk permukiman, 
industri dan fasilitas sosial-ekonomi memiliki efisiensi yang lebih 
tinggi dibandingkan penggunaan lahan pertanian, kehutanan dan 
perkebunan. 
c. Struktur penguasaan teknologi yang berdampak pada produktifitas 
sumberdaya alam 
Produktivitas lahan mempunyai peran yang cukup besar dalam 
menurunkan ketergantungan terhadap ekstensifikasi usahatani dalam 
upaya meningkatkan produksi pertanian.  
Penyimpangan penggunaan lahan atau defiasi penggunaan lahan 
merupakan bentuk perubahan lahan yang tidak sesuai dengan rencana atau 
kemampuan lahan yang tidak sesuai. Penyimpangan penggunaan lahan 
secara garis besar dapat dibagi  dua, yaitu: 1) ruang sebagai objek, dan 2) 
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manusia sebagai pelaku. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Dari 
aspek manusia sebagai pelaku, dalam penggunaan lahan dipengaruhi oleh 
faktor pengetahuan, faktor pekerjaan dan faktor pendapatan (Restina 
2009).  
Sumber-sumber penyimpangan perkembangan pemanfaatan ruang 
terhadap ketentuan tata guna tanah dan peruntukan tata ruang adalah 
sebagai berikut (Sadyohutomo 2016): 
a. Rencana tata ruang tidak akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat 
saat ini. Hal ini akibat kelemahan dalam proses penyusunan rencana 
yang kurang melibatkan peran serta masyarakat, atau perencana 
tidak mampu menangkap aspirasi masyarakat atau perencana tidak 
mampu melihat kecenderungan perkemangan kebutuhan tanah. 
Kemungkinan yang terjadi pada peruntukan tanah adalah: faktor 
lokasi tidak menguntungkan dari segi bisnis, sumber bahan baku 
jauh, dsb. 
b. Peruntukan ruang tidak di dukung tersedianya prasarana yang 
memadai, terutama jalan, listrik, dan air bersih. Pembangunan 
prasarana sebagai salah satu alat pengendali perkembangan wilayah 
kalah cepat dengan perkembangan penduduk. Rencana tata ruang 
tidak segera diikuti pembangunan prasarana yang dibutuhkan sesuai 
rencana. Akibatnya masyarakat membangun sesuai dengan kondisi 
lokasi apa adanya yang cenderung  menjadi tidak benar. 
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c. Kurangnya sosialisasi rencana tata ruang sehingga masyarakat 
kurang mengetahui keberadaan dan pentingnya rencana tata ruang. 
Tertib tata ruang belum membudaya baik dari tingkat pejabat, 
pengusaha sampai dengan tingkat masyarakat awam. 
d. Kesadaran hukum masyarakat yang kurang terhadap hak dan 
kewajibannya dalam memanfaatkan ruang. Hal ini ditambah lagi 
dengan masalah penegakan hukum yang lemah terhadap 
penyimpangan rencana tata ruang. 
e. Kesulitan pembebasan tanah pada lokasi yang sesuai. Akibatnya 
pihak yang akan membangun mencari lokasi lain di luar peruntukan 
yang sesuai. 
f. Rencana tata ruang belum tersedia lengkap. Sarana berfungsi sebagai 
alat pengendalian penggunaan tanah, terutama RDTR dan RTBL 
belum tersedia. Pada perkembangannya saat ini baru sedikit yang 
sudah tersedia rencana rinci, khususnya untuk kawasan strategis 
Kabupaten dan Bagian-Bagian Wilayah Perkotaan. Hal ini 
dikarenakan masalah waktu dan kebutuhan biaya yang besar untuk 
menyusun rencana rinci tersebut. 
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Penggunaan Lahan 
1. Sosial Budaya 
Ruang memiliki keterbatasan sehingga dapat dilihat semakin 
langkanya lahan di pusat kota, sementara masih banyak lahan- lahan tidak 
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produktif/belum optiomal dalam pemanfaatannya yang jauh dari pusat 
kota. Karena persaingan dan faktor kepentingan terjadilah penyimpangan 
penggunaan lahan. Penyimpangan penggunaan lahan perkotaan tidak lepas 
dari faktor perilaku serta latar belakang masyarakat yang menempatinya, 
misalnya tumbuhnya permukiman kumuh dan bangunan sekitar bantaran 
memperlihatkan ciri perilaku penghuninya. Tindakan manusia dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan cara pandangnya (Budihardjo 
1993 dalam Restina 2009).  
Nilai sosial yang bersifat lokal yaitu nilai sosial yang hanya 
dinikmati oleh masyarakat secara lokal, misalnya tanah untuk sarana 
prasarana lokal, atau sebidang tanah yang selain fungsi pokok pemiliknya 
juga memberikan manfaat bagi tetangganya. Pada tanah pribadi tidak 
hanya bernilai ekonomi bagi pemiliknya, akan tetapi bisa bernilai sosial 
bagi tetangga dan lingkungannya. Nilai sosial timbul karena adanya 
eksternalitas (dampak) dari penggunaan tanah tersebut. Disamping itu 
banyak nilai sosial tanah yang bersifat publik misalnya taman kota, 
prasarana jalan dsb. Tanah publik digunakan untuk kebutuhan sosial 
masyarakat, misalnya tempat berinteraksi sosial (ruang publik), pemujaan 
kepada yang maha kuasa (tempat ibadah) dsb (Sadyohutomo 2016)). 
2. Ekonomi 
Menurut Rustiadi et al. (2011) dijelaskan bahwa aspek ekonomi 
merupakan indikator dalam pembangunan wilayah. Dari berbagai variabel 
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ekonomi, pendapatan masyarakat menjadi indikator penting dalam meniali 
pembangunan suatu wilayah. 
Dilihat dari faktor-faktor penyebabnya, proses perkembangan 
penggunaan lahan kota-kota di Indonesia secara umum dipengaruhi faktor 
penentu dari segi ekonomi (economic determinants) (Setiadi 2007). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor 
fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan kelembagaan. Faktor 
fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan 
geologi, tanah, air, iklim, tumbuh tumbuhan, hewan dan kependudukan. 
Faktor ekonomi dicirikan oleh keuntungan, kondisi pasar dan transportasi. 
Faktor kelembagaan dicirikan oleh hukum dan pertahanan, situasi politik, 
sosial ekonimi dan secara administrasi dapat dilaksanakan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup (Barlowe 1986 dalam Restina 2009). Faktor‐
faktor yang mempengaruhi penyimpangan adalah: kepadatan penduduk, 
luas lahan pertanian, bangunan di bantaran sungai dan jarak kepusat kota 
(Restina 2009). 
3. Pengawasan 
Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang 
dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan 
pelaksanaan penataan ruang. 
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Pengawasan terhadap terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan 
pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya 
peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan 
seluruh pemangku kepentingan, dan terjadinya pelaksanaan penataan 
ruang. Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekat dalam 
unsur-unsur struktural pada setiap tingkatan wilayah.  
Pengawasan terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan. Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap 
penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan 
cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan 
memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka (Kodoatie dan Sjarief 
2010) 
Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi 
peraturan penataan ruang adalah: kelembagaan, aparat pelaksana, 
pengawasan dan pengendalian, pendanaan serta adat istiadat masyarakat 
yang kondusif.  
4. Pengendalian 
Pada dasarnya ada 2 kelompok alat yang bisa dipakai dalam 
mengefektifkan pengendalian penggunaan tanah, yaitu layanan pemerintah 
dan peraturan perundangangan pemanfaatan ruang. 
a. Layanan pemerintah (government services) 
19 
 
 
 
Layanan pemerintah yang dapat digunakan sebagai alat pengendali 
pemanfaatan ruang terdiri atas investasi pemerintah untuk modal 
publik dan layanan administrasi pemerintahan. 
b. Peraturan perundangan pemanfaatan ruang (land use controls and 
Regulation) 
Peraturan perundangangan pemanfaatan ruang sebagai alat 
pengendalian mencakup ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang 
dalam rencana tata ruang beserta peraturan teknisnya. Bentuk 
peraturan ini mencakup RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi, RTBL 
(Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan), peraturan teknis 
sektoral dan lokal (Sadyohutomo 2016). 
Ada beberepa tahap pengendalian pemanfaatan ruang (Muta’ali 
2013): 
a. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada 
masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media 
komunikasi; 
b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian 
pemanfaatan ruang; 
c. Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai 
arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan 
disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan  
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d. Menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam 
menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan 
penyimpangan yang melanggar rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan.  
5. Sosialisasi Tata Ruang 
Sosialisasi tata ruang erat kaitannya denagn upaya peningkatan 
partisipasi mayarakat dalam penataan ruang. Sosialisasi tata ruang dapat 
berupa pelibatan masyarakat dalam Forum grup discution (FGD) dan 
seminar atau informasi berupa papan bicara dan iklan. Dalam buku  yang 
ditulis oleh Muta’ali (2013) menjelaskan bahwa ada 3 alasan utama 
mengapa partisipasi masyarakat mempuyai sifat yang sangat penting. 
Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 
informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, 
yang tanpa kehadirannya program pembangunan sertaproyek-proyek akan 
gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek 
tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 
Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila 
masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. 
Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut 
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memberikan saran dalam menetukan jenis peembangunan yang akan 
dilaksanakan.  
Lebih lanjut Muta’ali (2013) menjelaskan bahwa suatu 
kebijaksanaan pemerintah akan tidak efektif dan sulit menyatu dengan 
kehendak masyarakat apabila aparatur pemerintah yang berwenang tidak 
dapat menterjemahkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai situasi 
dan kondisi yang ada. Apabila hal ini terjadi akan menimbulkan 
partisipasi yang negatif sehingga dapat memunculkan tindakan masyarakat 
yang menghambat pembangunan antara lain dalam bentuk-bentuk seperti 
masyarakat menjadi pasif, apatis dalam pembangunan bahkan dapat 
muncul sikap tidak percaya kepada aparat pemerintah. Partisipasi negatif 
tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa hal diantaranya:  
a. Masyarakat belum mengerti tentang aturan perundangan di bidang 
penataan ruang sehingga timbul salah persepsi; 
b. Kurangnya sosialisasi peraturan; 
c. Keterbatasan pola pikir masyarakat terisolir; 
d. Adanya pengaruh negatif dari pihak lain demi keuntungan politik 
atau ekonomi; 
e. Aparatur tidak jujur dan tidak terbuka. 
Oleh karena itu sangat perlu adanya kegiatan sosialisasi perecanaan 
yang akan menimbulkan kepentingan rakyat banyak dengan cara dan 
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metode yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan 
masyarakat.  
Dalam penelitian yang ditulis oleh Eko et al. (2012) menyebutkan 
bahwa faktor sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan 
pendapatan, kepemilikan lahan serta tingkat pengetahuan masyarakat 
tentang rencana tata ruang yang rendah akibat kurangnya sosialisasi 
tentang RTRW juga mempengaruhi penyimpangan yang terjadi.  
C. Kawasan Pesisir Perkotaan 
Dalam  UU 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil menyebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara 
ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 
Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi 
daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh 
perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi 
kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis 
pantai.  
Secara sederhana, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah interaksi 
antara daratan dan lautan (Rustiadi et al. 2011). Wilayah pesisir merupakan 
wilayah yang unik karena merupakan tempat percampuran antara daratan dan 
lautan, hal ini berpengaruh terhadap kondisi fisik dimana pada umumnya 
daerah yang berada di sekitar laut memiliki kontur yang relatif datar. Adanya 
kondisi seperti ini sangat mendukung bagi wilayah pesisir dijadikan daerah 
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yang potensial dalam pengembangan wilayah keseluruhan. Hal ini menunjukan 
garis batas nyata wilayah pesisir tidak ada. Batas wilayah pesisir hanyalah garis 
khayalan yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah 
pesisir yang landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat berada jauh dari 
garis pantai. Sebaliknya di tempat yang berpantai curam dan langsung 
berbatasan dengan laut dalam, wilayah pesisirnya akan sempit (Baun 2008) 
Secara diagnostik, wilayah pesisir dapat ditandai dengan 4 ciri (Rustiadi 
et al. 2011): 
1. Merupakan wilayah pencampuran atau pertemuan antar laut, darat dan 
udara. Bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari 
suatu proses penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur alam 
tersebut. 
2. Wilayah pesisir dapat berfungsi sebagai zona penyangga dan merupakan 
habitat bagi berbagai jenis biota tempat pemijahan, pembesaran, mencari 
makan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis biota laut dan pantai. 
3. Wilayah pesisir memiliki perubahan sifat ekologi yang tinggi, dan pada 
skala yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berbeda. 
4. Pada umumnya wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan 
menjadi sumber zat organik yang penting dalam suatu siklus rantai 
makanan di laut.  
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D. Rencana Tata Ruang 
Penataan ruang merupakan bentuk intervensi positif atas kehidupan sosial 
dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan, secara 
spesifik penataan ruang dilakukan sebagai; (1) Optimalisasi pemanfaatan 
sumber daya (mobilisasi dan alokasi pemanfaatan sumber daya) guna 
terpenuhinya efisiensi dan produktivitas, (2) Alat dan wujud distribusi sumber 
daya guna terpenuhinya prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan, (3) 
Menjaga kelanjutan pembangunan, (4) Menciptakan rasa aman dan (5) 
Kenyamanan ruang.  
Dalam proses penataan terdapat landasan-landasan penting yang harus 
diperhatikan sebagai falsafah yakni; (1) Penataan Ruang sebagai bagian dari 
upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau 
upaya untuk mencegah terjadinya perubahan yang tidak diinginkan, (2) 
Penataan Ruang menciptakan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya di masa 
sekarang dan masa yang akan dating, (3) Penataan Ruang disesuaikan dengan 
kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikan perencanaan 
yang disusun, (4) Penataan Ruang merupakan upaya melakukan perubahan ke 
arah yang lebih baik secara terencana, (5) Penataan Ruang sebagai suatu sistem 
yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi dan pengendalian 
pemanfaatan ruang, dan (6) Penataan Ruang dilakukan jika dikehendaki adanya 
perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruang, artinya tidak dilakukan tanpa 
sebab atau kehendak (Rustiadi et al. 2011). 
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Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, penataan ruang diatur 
berdasarkan fungsi utama kawasan dan terdiri atas kawasan lindung seperti 
suaka alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan 
sebagainya, serta kawasan budidaya seperti industri, permukiman, pertanian. 
Untuk aspek administratif, penataan ruang meliputi ruang wilayah nasional, 
wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang dalam penyusunannya 
melalui hierarki dari level yang paling atas ke level yang paling bawah agar 
penataan ruang bisa dilakukan secara terpadu. 
Ruang akan selalu senantiasa berubah penggunaannya. Perubahan ini akan 
tetap berlanjut dimasa mendatang bahkan dalam kecepatan yang lebih tinggi 
seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan di kota-kota besar. Oleh 
karena itu penggunaan lahan haruslah diatur didalam pemanfaatannya. Undang-
undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai pedoman 
dalam penataan ruang di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan ruang 
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berlandaskan 
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 
5. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, 
6. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan 
buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia,  
7. Terwujudnya fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap 
lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 
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Sasaran dalam proses perencanaan tata ruang yang telah tersusun dengan 
berbagai aspek pertimbangan normatif maupun teknis adalah dalam rangka 
mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya memuat tujuan 
dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, oleh karena itu ditempuh 
melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni 
(Muta’ali 2013): 
1. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata 
ruang wilayah (RTRW). Disamping sebagai guidance of future actions 
RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar 
interaksi manusia/mahluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan 
serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/mahluk 
hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan 
(development sustainability). 
2. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi 
rencana tata ruang atau pembangunan itu sendiri. 
3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme 
perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap 
sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.   
E. Evaluasi Perencanaan 
Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan 
masalah kinerja kegiatan penataan ruang untuk memberikan umpan balik dan 
perbaikan bagi peningkatan kualitas kinerja penataan ruang (Muta’ali 2013). 
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Tujuan evaluasi adalah penilaian tentang pencapaian manfaat yang telah 
ditetapkan dalam rencana tata ruang termasuk penentuan faktor-faktor yang 
menyebabkan pencapaian lebih dan atau kurang dari manfaat yang telah 
ditetapkan dalam rencana tata ruang. Alat atau instrument yang digunakan 
dalam evaluasi, adalah:  
1. RTRW (yang telah disahkan dengan Perda) atau Rencana Detail yang 
telah disahkan oleh Bupati/Walikota; 
2. Ijin-ijin tentang lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait 
3. Ijin tentang bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait 
4. Analisa mengenai dampak lingkungan (jika ada) 
5. Kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang. 
Unsur terpenting dan evaluasi adalah indikator dan teknik penialian. 
1. Indikator (objek) evaluasi penataan ruang (substansi RTR). 
2. Teknik penilain. 
a. Perubahan fungsi kawasan, yang dapat diukur dengan dominasi fungsi 
kawasan baik kawasan lindung maupun budaya. 
b. Hubungan fungsional antar kegiatan dan antara kawasan, dapat diukur 
secara kualitatif dan kuantitatif dengan menilai hubungan keterkaitan 
antar sektor antara wilayah.  
c. Konflik pemanfaatan ruang dan suatu kawasan, yaitu terjadinya 
overlapping dan tumpang tindih peruntukan dalam suatu kawasan 
yang sama untuk berbagai macam peruntukan. 
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Dalam pelaksanaanya, dalam evaluasi dikenal tiga tahap evaluasi yaitu 
evaluasi pada tahap (Muta’ali 2013) : 
1. Perencanaan (Ex-ante Evaluasi). Dalama tata ruang telah dilakukan ketika 
daerah melakukan konsultasi dan persetujuan substansi tata ruang 
2. Pemanfaatan ruang (On-going Evaluation). Menetukan tingkat kemajuan 
pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang, dengan cara membandingkan 
rencana penataan ruang dengan realisasi penataan ruang. 
3. Pasca pemanfaatan ruang (Ex-post Evaluation). Menilai efisiensi 
(keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak 
terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari 
kegiatan penataan ruang. 
Evaluasi perencanaan sangat penting dilakukan terutama pada dokumen-
dokumen rencana yang ada di Indonesia karena dokumen ini merupakan 
dokumen penting yang menentukan pembangunan Indonesia pada masa 
mendatang.
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F. Penelitian Terdahulu 
Tabel 1. Penelitian Terdahulu 
No. Judul Penulis Rumusan Masalah Variabel Alat Analisis  Kesimpulan 
1. Evaluasi Penggunaan Lahan 
dan Arahan Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang di Kota 
Baubau, Provinsi Sulawesi 
Tenggara 
Fikril Fahmi 1. Bagaimana pola 
perubahan 
penggunaan lahan 
Kota Baubau pada 
tiga titik tahun 
(2004, 2010, dan 
2015) ? 
2. Sejauhmana 
konsistensi dari 
Rencana Pola Ruang 
dalam pemanfaatan 
penggunaan lahan 
Kota Baubau? 
3. Faktor-faktor apa 
saja yang 
mempengaruhi 
perubahan 
penggunaan lahan 
dan inkonsistensi 
dari Rencana Pola 
Ruang Kota 
Baubau? 
4. Bagaimana upaya 
didalam 
pengendalian 
1. Kependudukan 
2. Struktur 
penutupan lahan 
3. Struktur aktifitas 
perekonomian 
masyarakat 
4. Struktur 
pendidikan 
5. Ketersediaan 
fasilitas umum 
 
1. Analisis Spasial 
2. Analisis neraca 
sumberdaya 
lahan dan 
pemanfaatan 
penggunaan 
lahan 
3. Analisis 
komponen 
utama 
4. Analisis regresi  
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disusun simpulan sebagai berikut: 
1. Pola perubahan penggunaan lahan di 
Kota Baubau Tahun 2004-2015 yang 
dominan terjadi adalah perubahan 
kawasan hutan dan semak belukar 
menjadi kawasan pertanian lahan 
kering.  
2. Hasil evaluasi penggunaan lahan 
menunjukan bahwa tingkat deviasi 
penggunaan lahan terhadap rencana 
pola ruang berada pada kategori 
rendah.  
3. Faktor yang mempengaruhi 
ketidaksesuaian/inkonsistensi 
pemanfaatan penggunaan lahan 
terhadap rencana pola ruang adalah 
(1) Aksesibilitas, (2) Ketersediaan 
lahan pertanian, (3) Penambahan 
sarana dan prasarana dasar wilayah.  
4. Arahan dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang adalah sebagai 
berikut:  
Kawasan lindung tidak diizinkan 
untuk dibudidayakan dan 
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pemanfaatan 
penggunaan lahan di 
Kota Baubau? 
 
dialihfungsikan peruntukannya. 
Serupa dengan kawasan lindung, 
kawasan pertanian lahan basah 
(sawah) tidak diizinkan mengalami 
pengalihfungsian peruntukan. Untuk 
kawasan peruntukan lainnya 
(permukiman, perdagangan dan jasa, 
perkantoran, pergudangan, industri) 
tidak diizinkan untuk dibangun diluar 
area yang telah ditetapkan 
peruntukannya. Perubahan dapat 
dilakukan sepanjang tidak 
menimbulkan efek negative untuk 
zona / kawasan yang telah ditetapkan 
peruntukannya tersebut. Pengetatan 
didalam pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan. Setiap kegiatan harus 
memiliki izin prinsip, izin lingkungan 
yang terkait dengan izin lokasi, 
kualitas ruang, dan pengendalian 
ketat yang diatur lebih lanjut dalam 
peraturan daerah. Dilakukannya 
pengawasan dan control terhadap izin 
yang telah diberikan. Pemberian 
kompensasi dan keringanan pajak 
untuk kegiatan pembangunan yang 
sejalan dengan tata ruang. Pengenaan 
pajak tinggi, pembatasan akses 
terhadap infrastruktur, dan penalti 
31 
 
 
 
untuk setiap kegiatan yang tidak 
sejalan dengan tata ruang. Pemberian 
sanksi berupa peringatan tertulis, 
penghentian sementara kegiatan, 
penutupan lokasi, pencabutan izin, 
pembongkaran bangunan, pemulihan 
ruang dan denda administrative yang 
diberikan untuk setiap kegiatan yang 
tidak selaras dengan tata ruang. 
Pengembalian fungsi hutan lindung, 
Hutan Suaka Alam Wisata Tirta 
Rimba, kawasan mangrove, dan 
sawah dalam rencana pola ruang. 
Kegiatan monitoring dan evaluasi 
yang dilakukan secara berkala 
terhadap seluruh aktivitas 
pemanfaatan ruang. Peningkatan 
kerjasama antara pemerintah daerah, 
masyarakat dan stakeholder dalam 
proses monitoring/pengawasan dan 
evaluasi pemanfaatan ruang.  
2. Evaluasi Penggunaan Lahan 
Terhadap Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota 
Semarang Tahun 2011 – 2031 
(untuk Kecamatan Genuk, 
Pedurungan, dan Gayamsari) 
Ahmad 
Muzzaky 
Fitriyanto, 
Hery Tjahjo, 
Purwadi 
Suhandini 
1. Bagaimana 
penggunaan lahan di 
Kecamatan Genuk, 
Perudung dan 
Gayamsari pada 
tahun 2012? 
2. Bagaimana 
kesesuaian 
1. Je nis 
penggunaan lahan 
2. Luas penggunaan 
lahan 
 
1. Analisis data 
penginderaan 
jauh 
2. Klasifikasi 
hasil intepretasi 
penggunaan 
lahan 
3. Analisis 
Hasil penelitian ini yaitu:  
1. Berdasarkan interpretasi citra satelit 
quickbird tahun perekaman 2010 
serta survey lapangan tahun 2012, 
maka dapat diketahui penggunaan 
lahan secara keseluruhan didominasi 
oleh permukiman/perumahan dengan 
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penggunaan lahan di 
Kecamatan Genuk, 
Perudung dan 
Gayamsari terhadap 
rencana tata ruang 
wilayah Kota 
Semarang tahun 
2011 – 2031? 
 
kebenaran 
intepretasi 
4. Metode 
deskriptif 
5. Metode overlay 
menggunakan 
SIG 
 
presentase 38,6% (Genuk), 66,2% 
(Pedurungan), dan 54,4% 
(Gayamsari), hal ini dikarenakan 
pembangunan permukiman yang 
belum mendapat pengawasan oleh 
pemerintah setempat. Penggunaan 
lahan industri secara umum 
berkonsentrasi di kecamatan genuk 
dengan presentase 17,7% dari luas 
keseluruhan kecamatan Genuk, 
sedangkan penggunaan lahan 
perikanan/tambak memiliki 
presentase 15,46% dari luas wilayah 
kecamatan Genuk. Untuk 
penggunaan lahan pertanian pangan 
ketiga kecamatan memiliki 
presentase yang hampir sama yakni 
11,49% (Genuk), 11,96% 
(Pedurungan), 9,89% (Gayamsari).  
2. Tingkat kesesuaian penggunaan 
lahan terhadap rencana tata ruang 
wilayah kota semarang di Kecamatan 
Genuk, Pedurungan, dan Gayamsari 
berbeda-beda, secara keseluruhan 
ketiga kecamatan tersebut memiliki 
rata-rata sebesar 69,39 % (3.865,93 
ha) landuse sesuai dan 30,61 % 
(1.705,616 ha) untuk landuse tidak 
sesuai, dari total luas ketiga 
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kecamatan yakni sebesar 5.571,545 
ha.  
 
3. Evaluasi Penggunaan Lahan 
Eksisting Dan Arahan 
Penyusunan Rencana Tata 
Ruang Kota Tasikmalaya 
Profinsi Jawa Barat 
Nina Restina 1. Apakah penggunaan 
lahan eksisting 
sesuai dengan 
rencana tata ruang 
Kota Tasikmalaya? 
2. Faktor apa yang 
menyebabkan 
terjadinya 
penyimpangan 
penggunaan lahan 
dari rencana tata 
ruang Kota 
Tasikmalaya? 
3. Bagaimana arahan 
dalam penyusunan 
rencana tata ruang 
Kota Tasikmalaya 
yang baru ? 
1. Kependudukan 
2. Struktur 
penutupan lahan 
3. Struktur aktifitas 
perekonomian 
masyarakat 
4. Struktur 
pendidikan 
5. Ketersediaan 
fasilitas umum 
 
1. Analisis spasial 
dan analisis 
atribut 
2. Analisis PCA 
(Principal 
Component 
Analysis) 
3. Analisis regresi 
4. Proses tumpang 
tindih dan 
Ground check 
5. Analisis 
deskriptif 
 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 
1. Penggunaan lahan eksisting di Kota 
Tasikmalaya sebagian besar sudah 
sesuai dengan RTRW 2004-2014, 
yaitu seluas 15.571,16 ha (90,76%), 
sedangkan penggunaan lahan yang 
tidak sesuai (menyimpang) hanya 
1.585,04 ha (9,24%). Penyimpangan 
penggunaan lahan terjadi sebagian 
besar pada lahan pertanian (sawah) 
menjadi permukiman.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya penyimpangan adalah 
kepadatan penduduk, luas lahan 
pertanian, bangunan di bantaran 
sungai dan jarak ke pusat Kota. 
Kondisi sosial ekonomi masyarakat 
dapat mempengaruhi terjadinya 
penyimpangan adalah: pendidikan, 
pekerjaan, pendapatan, kepemilikan 
lahan serta tingkat pengetahuan 
masya rakat tentang rencana tata 
ruang yang masih sangat rendah 
disebabkan kurangnya sosialisasi dari 
pemerintah Kota mengenai RTRW 
Kota Tasikmalaya ke masyarakat 
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bawah. 
3. Arahan dalam penyusunan Rencana 
Tata Ruang yang baru disusun 
berdasarkan kondisi penggunaan 
lahan eksisting dan penyimpangan 
yang terjadi di lapangan, dengan 
mempertimbangkan Kota 
Tasikmalaya sebagai wilayah 
fungsional perkotaan, mengurangi 
kepadatan aktifitas di pusat kota 
dengan tujuan tercapainya 
keseimbangan pembangunan disetiap 
kecamatan dan mengantisipasi 
kebutuhan ruang permukiman sejalan 
dengan pertumbuhan  penduduk. 
4. Analisis Kesesuaian Lahan 
dan Kebijakan Pemanfaatan 
Ruang Kawasan Pesisir Teluk 
Balikpapan 
Amiruddin 
Tahir, 
Dietriech G. 
Bengen, 
Setyo Budi 
Susilo 
1. Apakah pemanfaatan 
ruang yang ada di  
wilayah pesisir 
Teluk Balikpapan 
sudah dilaksanakan 
berdasarkan 
kesesuaian 
lahannya? 
2. Bagaimana 
karakteristik sosial 
ekonomi dan budaya 
masyarakat? 
3. Kebijakan apa yang 
sebaiknya dilakukan 
1. Umur 
2. Pendidikan 
3. Pendapatan 
4. Pengeluaran 
5. Mata pencaharian 
6. Lama tinggal 
7. Etnis 
8. Jumlah anggota 
keluarga 
9. Pemahaman 
masyarakat 
 
1. Analisis Spasial 
2. Analisis 
komponen 
utama (PCA) 
3. Analisis SWOT 
 
1. Hasil analisis kesesuaian lahan bagi 
peruntukan tambak, industri, 
pemukiman dan konservasi adalah: 
Kategori Sangat Sesuai bagi 
peruntukan tambak seluas 13.206,62 
ha. Kategori Sangat Sesuai bagi 
peruntukan industri seluas 4.596,12 
ha. Kategori Sangat Sesuai bagi 
peruntukan pemukiman seluas 826,91 
ha. Kategori Sangat Sesuai untuk 
konservasi seluas 7.786,08 ha. 
2. Hasil tumpang susun (overlay) 
kesesuaian lahan untuk kategori 
Sangat Sesuai menunjukkan bahwa 
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dalam pemanfaatan 
sumberdaya pesisir 
dan laut di pesisir 
Teluk Balikpapan? 
sekitar 55 % lahan yang Sangat 
Sesuai untuk tambak juga Sangat 
Sesuai untuk indust pemukiman dan 
konservasi; 25 % lahan Sangat Sesuai 
untuk industri juga Sangat Sesuai 
untuk tambak, pemukiman dan 
konservasi; 94 % lahan Sangat Sesuai 
untuk pemukiman, juga Sangat Sesuai 
untuk tambak, industri, dan 
konservasi; dan 93 % lahan Sangat 
Sesuai untuk konservasi, juga Sangat 
Sesuai bagi tambak, industri dan 
pemukiman. Demikian pula untuk 
kategori Sesuai sekitar 68 % lahan 
Sesuai untuk tambak, juga Sesuai 
untuk industri, pemukiman dan 
konservasi; 87 % lahan Sesuai untuk 
industri juga Sesuai dengan tambak, 
pemukiman dan konservasi; 89 % 
lahan Sesuai untuk pemukiman juga 
Sesuai bagi tambak, industri dan 
konservasi; dan 98 % lahan Sesuai 
bagi konservasi, juga Sesuai bagi 
peruntukan tambak, industri dan 
pemukiman. 
3. Analisis sosial ekonomi dan budaya 
masyarakat pesisir menunjukkan 
bahwa individu yang memiliki umur 
yang tinggi, juga memiliki jumlah 
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anggota keluarga yang besar dengan 
lama tinggal yang lama (memiliki 
korelasi yang tinggi). Demikian juga 
individu dengan pekerjaan tertentu 
memiliki penghasilan dan 
pengeluaran yang besar, sedangkan 
individu dengan tingkat pendidikan 
yang tinggi juga memiliki tingkat 
pemahaman yang tinggi. 
Dari beberapa hasil penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, adapun 
persamaanya yaitu: 
1. Penelitian ini mencari faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan penggunaan lahan 
2. Dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan lahan eksisiting untuk dijadikan acuan terhadap kebijakan atau 
perencanaan tata ruang. 
3. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis spasial dan analisis regresi. 
Sedangkan perbedaannya yaitu: 
1. Dalam penelitian ini hanya evaluasi dan analisis faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sedangkan penelitian 
sebelumnya terdapat aarahan atau konsep pengembangan lahan. 
2. Salah satu variabel karakteristik masyarakat pesisir lebih ke aspek sosial dan tidak dibahas pada penelitian sebelumnya.
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G. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Pikir 
Kawasan Pesisir Kota Bulukumba 
Harapan 
 Kota Bulukumba sebagai salah satu kota kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki perkembangan 
perkotaan kearah positif. Hal tersebut terlihat dari 
perkembangan Kota Bulukumba yang dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh 
berkembangnya berbagai sarana prasarana perkotaan.  
 Wilayah pantai atau bagian selatan kota, dalam 
perencanaannya mengarah ke pengembangan pesisir 
(waterfront). 
 Kabupaten Bulukumba telah memiliki dokumen 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR). 
Kenyataan 
 Terjadi ketidak sesuain antara rencana dan 
implementasi terhadap rencana tata ruang 
Kabupaten Bulukumba khususnya di kawasan 
pesisir Kota Bulukumba Kelurahan Kalumeme, 
Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, 
Kelurahan Bentenge dan Kelurahan 
Kasimpureng  Kecamatan Ujung Bulu.  
Metode Analisis 
 Menggambarkan kondisi penggunaan lahan 
eksisting dan penyimpangan yang terjadi di 
lapangan serta faktor-faktor yang diduga 
penyebab terjadinya simpangan di dapat dari hasil 
analisis kesesuain lahan dan analisis regresi. 
 Mengidentifikasi kesesuaian antara penggunaan 
lahan eksisting terhadap rencana pola ruang 
kawasan pesisir Kota Bulukumba. 
 Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya simpangan penataan ruang di kawasan 
pesisir Kota Bulukumba. 
Output 
Evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir Kota Bulukumba (Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-
Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu), 
yang meliputi simpangan tata ruang dan faktor-faktor penyebab terjadinya simpangan penataan raung 
 
Rumusan Masalah 
 Bagaimana eksisting penggunaan lahan pesisir Kota 
Bulukumba ditinjau dari aspek tata ruang? 
 Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya 
simpangan penataan ruang di pesisir pantai Kota 
Bulukumba? 
Teknik Analisis 
 Anlisis Deskriptif untuk mengidentifikasi 
hasil penggunaan lahan. 
 Analisis Superimpose untuk mengidentifikasi 
kesesuaian lahan. 
 Analisis Regresi Linier Berganda untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab 
terjadinya simpangan penataan ruang. 
 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan ± dua bulan yaitu pada bulan Juli 2017 
dan Agustus 2017. Lokasi penelitian dilakukan di kawasan pesisir Kota 
Bulukumba yang berada di Kecamatan Ujung Bulu dan terdiri atas 5 Kelurahan, 
yaitu: Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, 
Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dubutuhkan dalam penelitian ini, meliputi data 
primer dan sekunder adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan 
menggunakan kuesioner dan observasi dilapangan. Adapun data primer 
yang didapatkan dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat, dengan 
pertanyaan yang terdiri: mata pencaharian, perizinan, sanksi penataan 
ruang dan sosialisasi tata ruang. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang terkait 
dengan kebutuhan data yang diperlukan. Adapun data sekunder dan 
instansi terkait yang dimansud yaitu: 
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a. Gambaran umum Kabupaten Bulukumba yang meliputi data tentang 
luas wilayah, batas administratif dan pembagaian wilayah administrasi 
Kabupaten Bulukumba yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten Bulukumba. 
b. Gambaran umum kawasan pesisir Kota Bulukumba (Kelurahan 
Kalumeme, Ela-Ela, Terang-Terang, Bentenge, dan Kelurahan 
Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu) yang meliputi batas 
administratif, luas wilayah, pembagian wilayah administrasi, aspek 
fisik dasar: topografi, geologi dan jenis tanah, klimatologi dan 
penggunaan lahan, demografi, prasarana jalan, kondisi permukiman, 
dan sistem persampahan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten 
Bulukumba, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan 
Kabupaten Bulukumba. 
c. Tinjauan kebijakan pemerintah terhadap tata ruang kawasan pesisir 
Kota Bulukumba (Kelurahan Kalumeme, Ela-Ela, Terang-Terang, 
Bentenge, dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu) yang 
berupa Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 
Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perda No.21 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Draft Rencana 
Detail Tata Ruang dan Perturan Zonasi Kawasan Perkotaan 
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Bulukumba 2016-2036 yang diperoleh dari Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bulukumba. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 
dilakukan suatu teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data yang 
dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Observasi Lapangan. 
Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang lebih 
akurat dan sekaligus membandingkan atau mencocokkan data dari  
instansi   terkait  dengan data yang sebenarnya di lapangan.  
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan maksud mendengarkan tanggapan 
ataupun informasi-informasi penting tentang daerah atau wilayah 
penelitian. 
3. Kuesioner 
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau 
internet. 
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4. Telaah Pustaka 
Cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber 
dokumenter berupa literatur/referensi, laporan penelitian serupa, bahan 
seminar atau jurnal. 
D. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau 
konsep yang menjadi pusat perhatian. Populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat pesisir Kota Bulukumba dengan jumlah 23.761 jiwa berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba tahun 2016, yang berada di 
Kecamatan Ujung Bulu dan terdiri dari 5 Kelurahan yaitu: Kelurahan 
Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Bentenge 
dan Kasimpureng. 
Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik 
dari populasi. Secara matematis besarnya sampel dari suatu populasi 
menggunkan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:   
                               N 
                                   n =   
                                             1 + N e
2 
 
 
Keterangan 
 
n :  Jumlah Sampel  
N :  Jumlah Populasi  
e :  Koefisien kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan  
    sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (10 %) 
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Berdasarkan rumus tersebut, maka pengambilan sampel di kawasan pesisir 
Kota Bulukumba Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-
Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung 
Bulu yang populasinya berjumlah 23.761 jiwa adalah sebagai berikut: 
 23.761 
n =  
 1 + (23.761 × 0.01) 
  
            23.761 
n =  
 237.61 
 
 n = 100 Responden  
 
Jadi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang 
responden. 
E. Teknik Penarikan Sampel 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 
probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan 
peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang dipilih sebagai 
anggota sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh merupakan sampel 
yang representatif. 
Cara pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling, 
yang merupakan teknik pengambilan sampel yang langsung dilakukan pada unit 
sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel 
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dari populasinya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkat) 
yang ada dalam populasi ini. 
F. Variabel Penelitian  
Variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel 
bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel 
bebas adalah variabel yang mempengaruhi, menyebabkan timbulnya atau 
berubahnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 
Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Variabel Terikat (Y) 
 Ketidak Sesuaian Dengan Rencana Tata Ruang 
2. Variabel Bebas (X) 
 Mata Pencaharian (X1) 
 Perizinan (X2) 
 Sanksi Penataan Ruang (X3) 
 Sosialisasi Tata Ruang (X4) 
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif. Penelitian dengan dengan metode kualitatif sering disebut metode 
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 
alamiah (natural setting). Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah bukan 
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data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik 
yang terlihat dan terucap tersebut.  
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis deksriptif, analisis kesesuaian lahan dan analisis 
regresi.  
1. Analisis Deksriptif 
Analisis deskriptif berupa identifikasi merupakan suatu teknik yang 
menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah 
terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin 
aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran 
secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tujuan 
deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki sehingga yang sangat perlu 
adalah kekuatan data.  
Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 
menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi penggunaan lahan 
eksisting dan penyimpangan yang terjadi di lapangan serta faktor-faktor 
yang diduga penyebab terjadinya penyipangan yang di dapat dari hasil 
analisis kesesuain lahan dan analisis regresi yang dilakukan terlebih 
dahulu. 
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2. Analisis Superimpose 
Analisis superimpose atau overlay digunakan untuk menganalisis 
tingkat kesesuaian lahan. Overlay atau menumpang tindihkan peta 
merupakan salah satu fungsi dari Sistem Informasi Geografis (SIG) yang 
bertujuan untuk menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data 
spasial yang menjadi masukkannya. 
Superimpose terdiri dari 2 buah atau lebih layer peta (sesuai 
kebutuhan) semakin banyak data yang di superimpose maka semakin 
banyak keperluan untuk menganalisis peta. Superimpose dapat dilakukan 
dengan perintah intersect dan union tapi dari keduanya ada perbedaan 
terutama dalam proses pembentukan topologinya. 
Adapun proses yang dilakukan adalah dengan melakukan tumpang 
tindih peta eksisiting penggunaan lahan kawasan pesisir Kota Bulukumba 
tahun 2007 yang merupakan hasil interpretasi dari citra satelit dengan peta 
eksisiting penggunaan lahan kawasan pesisir Kota Bulukumba Kelurahan 
Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan 
Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu tahun 2017 
sehingga menghasilkan trend perubahan lahan. Selanjutnya melakukan 
tumpang tindih peta eksisting penggunaan lahan kawasan pesisir Kota 
Bulukumba tahun 2017 dengan peta rencana pola ruang kawasan 
perkotaan Bulukumba tahun 2016-2036 maka hasil dari overlay akan 
menghasilkan peta kesesuai penggunaan lahan eksisting kawasan pesisir 
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Kota Bulukumba Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan 
Terang-Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng 
Kecamatan Ujung Bulu tahun 2017 Terhadap Peta Rencana Pola Ruang 
Kawasan Perkotaan Bulukumba Tahun 2016-2036. Analisa peta dilakukan 
melalui query yang disediakan oleh Arcgis. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar 2 berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Proses Overlay Peta Kesesuaian Lahan 
3. Analisis Regresi 
Analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang 
disebut sebagai variabel yang diterangkan(the explained variabel) dengan 
satu atau dua variabel yang menerangkan (the explanatory). Variabel 
pertama disebut juga sebaga variabel terikat dan variabel kedua disebut 
juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka 
Peta Eksisiting Penggunaan 
Lahan Kawasan Pesisir Kota 
Bulukumba Tahun 2007 
Peta Eksisiting Penggunaan 
Lahan Kawasan Pesisir Kota 
Bulukumba Tahun 2017 
Peta Rencana Pola Ruang  
Perkotaan Bulukumba Tahun 
2016-2036 
Trend Perubahan  
Peggunaan Lahan 
Kesesuaian Eksisting 
Terhadap Rencana Pola 
Ruang 
Overlay 
Overlay 
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analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena 
pengaruh beberapa variabel bebas yang akan dikenakan kepada variabel 
tergantung. 
Secara umum hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat 
dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai:  
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 
Dimana,  
Y  : Ketidak Sesuaian Dengan Rencana Tata Ruang 
a : Konstanta 
b : Koefisien, b1 b2 b3 b4: Koefisien Reagresi 
X1  : Mata Pencahariah 
X2  : Perizinan 
X3  : Sanksi Penataan Ruang 
X4  : Sosialisasi Tata Ruang 
Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan penggunaan 
lahan eksisting terhadap rencana tata ruang di kawasan pesisir Kota 
Bulukumba Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-
Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan 
Ujung Bulu. 
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H. Defenisi Operasional 
Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 
berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk 
melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 
fenomena.  
1. Kawasan Pesisir Kota 
Kawasan pesisir Kota Bulukumba adalah kawasan berupa wilayah 
pesisir yang berada di Kecamatan Ujung Bulu yang meliputi 5 Kelurahan 
yaitu Kelurahan Kalumeme, Ela-Ela, Terang-Terang, Bentenge, dan 
Kasimpureng. 
2. Rencana Tata Ruang 
Rencana tata ruang Bulukumba adalah penjabaran rencana penataan 
ruang wilayah secara integral dari suatu kebijaksanaan dan rencana 
pembangunan wilayah. 
3. Evaluasi 
Evaluasi merupakan kegiatan evaluasi terhadap rencana tata ruang 
yang ada terhadap pemanfaatan atau peruntukan ruang eksisting di 
kawasan pesisir Kota Bulukumba. 
4. Perlindungan Setempat 
Adalah Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi 
kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, 
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kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan 
dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. 
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan 
adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah 
perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, 
introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung 
yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, 
kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 
Kabupaten Bulukumba terletak dibagian selatan Jasirah Sulawesi dan 
berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibukota Povinsi Sulawesi Selatan. 
Secara  astronomis, Kabupaten Bulukumba terletak antara 05°20’–05°40’ 
Lintang Selatan dan 119°58’–120°28’ Bujur Timur. Secara geografis, 
Kabupaten Bulukumba  memiliki  panjang garis pantai kurang lebih 164 Km 
sehingga wilayah ini sering disebut sebagai daerah maritim. Adapun batas 
administratifnya yaitu sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara     : Kabupaten Sinjai 
2. Sebelah Timur    : Teluk Bone 
3. Sebelah Selatan  : Laut Flores 
4. Sebelah Barat     : Kabupaten Bantaeng 
Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,67     atau sekitar 
2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) 
kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi 
luas Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan 
terluas masing-masing seluas 173,51     dan 171,33     sekitar 30 persen 
dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah 
Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 
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14,44     atau 1,25 persen. Untuk mengetahui luasan masing-masing 
kecamatan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 
No Kecamatan Luas (   ) 
Persentasi Terhadap Luas 
Kabupaten (%) 
1 Gantarang 173,51 15,03 
2 Ujung Bulu 14,44 1,25 
3 Ujung Loe 144,31 12,50 
4 Bontobahari 108,60 9,41 
5 Bontotiro 78,34 6,78 
6 Herlang 68,79 5,96 
7 Kajang 129,06 11,18 
8 Bulukumpa 171,33 14,84 
9 Rilau Ale 117,53 10,18 
10 Kindang 148,76 12,88 
Jumlah 1.154,67 100 
   Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba Dalam Angka Tahun 2017 
 
Gambar 3. Diagram Persentase Luas Wilayah Administratif Kabupaten 
Bulukumba 
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B. Gambaran Umum Kawasan Pesisir Kota Bulukumba 
Kawasan penelitian berada di kawasan pesisir Kota Bulukumba yang 
terletak di Kecamatan Ujung terbagi atas 5 kelurahan yakni, Kelurahan 
Kalumeme, Ela-Ela, Terang-Terang, Bentenge, dan Kasimpureng dengan luas 
wilayah 301,92 Ha. Untuk lebih jelas mengenai luas wilayah sebagaimana pada 
tabel 3 sebagai berikut.  
Tabel 3. Luas Wilayah Kawasan Pesisir Kota Bulukumba Tahun 2017 
No Kelurahan Luas (Ha) Persentasi (%) 
1 Kalumeme 126,44 41,88 
2 Ela-Ela 81,37 26,95 
3 Terang-Terang 35,73 11,83 
4 Bentenge 33,76 11,18 
5 Kasimpureng 24,62 8,15 
Jumlah 301,92 100 
Sumber: Survey Lapangan, Citra Satelit, dan Perhitungan Analisis GIS Tahun 2017 
 
Gambar 4. Diagram Persentase Luas Wilayah Kawasan Pesisir Kota Tahun 
2017 
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Dari tabel 3 dan gambar 4 dapat diketahui bahwa kelurahan yang 
memiliki persentase luas wilayah yang paling banyak yaitu Kelurahan 
Kalumeme dengan persentase 41,88 % dan luas wilayah 126,44 Ha. Sedangkan 
untuk wilayah administrasi kelurahan paling kecil yaitu Kelurahan 
Kasimpureng dengan persentase 8,15 % dan luas 24,90 Ha.  
1. Aspek Fisik Dasar 
a. Topografi 
Secara umum, topografi kawasan penelitian termasuk kawasan 
pantai yang tergolong ketinggian rendah yang berada pada <500 mdpl. 
Sedangkan kemiringan lereng di kawasan penelitian umumnya 
didominasi oleh kemiringan antara 0 – 2 % sehingga pembangunan 
dalam kawasan ini sangat mudah berkembang karena di dukung oleh 
kondisi lokasi yang tingkat kemiringan yang datar. 
b. Geologi dan Jenis Tanah 
Jenis tanah di kawasan pesisir Kota Bulukumba Kelurahan 
Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan 
Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu 
didominasi oleh tanah Alluvial Hidromorf dan juga terdiri dari tanah 
Mediteran Coklat. Sedangkan keadaan geologi merupakan gambaran 
struktur tanah pembentuk suatu daerah. Adapun penyebaran 
geologinya terdiri atas Batuan Gunung Api Lompobattang yang 
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tersusun atas breksi, lahar dan tufa dan Satuan Endapan Alluvial 
Pantai. 
c. Klimatologi 
Keadaan iklim pada kawasan pesisir Kota Bulukumba 
Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, 
Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung 
Bulu pada umumnya sama dengan iklim Kabupaten Bulukumba 
termasuk keadaan iklim lembab atau agak basah. Hal ini dapat dilihat 
dari tempratur udara yang berkisar anatara 23,82 
O
C – 27,68 OC 
dengan curah hujan rata-rata 800-1000 mm/tahun dengan curah hujan 
tertinggi terjadi pada bulan Desember dampai Juni dengan curah hujan 
terendah pada bulan Juli sampai November. 
d. Penggunaan Lahan 
Tata guna lahan akan menjelaskan mengenai peruntukan lahan 
khususnya disekitar wilayah pesisisr pantai Kota Bulukumba 
Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, 
Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung 
Bulu dengan luas wilayah 304,75 Ha. Berdasarkan rencana pola ruang 
pada kawasan penelitian ini diperuntukan sebagai kawasan 
permukiman. 
Sebagian besar wilayah pesisir Kota Bulukumba peruntukan 
lahannya didominasi dengan permukiman, perdagangan dan aktifitas 
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kota lainnya. Adapun penggunaan lahan di kawasan pesisir Kota 
Bulukumba yaitu sebagai berikut: 
Tabel 4. Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kota Bulukumba  
Tahun 2007 
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 
1 Permukiman 90,71 29,77 
2 Olahraga 2,17 0,71 
3 Perdagangan 12,09 3,97 
4 Perlindungan Setempat 167,84 55,08 
5 Perkantoran  1,75 0,58 
6 RTH  0,02 0,01 
7 Pertahanan dan Keamanan 0,89 0,29 
8 Peribadatan 0,85 0,28 
9 Kesehatan 0,14 0,05 
10 Sungai 5,56 1,83 
11 Jalan 16,24 5,33 
12 Pendidikan 3,47 1,14 
13 Industri 1,24 0,41 
14 Sarana Transportasi 1,76 0,58 
Jumlah 304,75 100 
Sumber: Citra Satelit, dan Perhitungan Analisis GIS Tahun 2017 
 
Gambar 5. Diagram Persentase Jenis Penggunaan Lahan Kawasan 
Pesisir Kota Bulukumba Tahun 2007 
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Penggunaan lahan di kawasan pesisir Kota Bulukumba 
Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, 
Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung 
Bulu tahun 2007 masih didominasi oleh perlindungan setempat  
dengan luas 164,66 Ha dan permukiman 90,78 Ha. Selain itu jumlah 
ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 0,02 Ha menandakan belum 
banyaknya alih fungsi lahan untuk RTH.  
Tabel 5. Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kota Bulukumba  
Tahun 2017 
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 
1 Permukiman 93,78 30,77 
2 Olahraga 2,17 0,71 
3 Perdagangan 12,89 4,23 
4 Perlindungan Setempat 162,49 53,32 
5 Perkantoran  1,64 0,54 
6 RTH  1,21 0,40 
7 Pertahanan dan Keamanan 0,89 0,29 
8 Peribadatan 1,08 0,35 
9 Kesehatan 0,14 0,05 
10 Sungai 5,56 1,83 
11 Jalan 16,24 5,33 
12 Pendidikan 3,65 1,20 
13 Industri 1,24 0,41 
14 Sarana Transportasi 1,76 0,58 
Jumlah 304,75 100 
Sumber: Survey Lapangan, Citra Satelit, dan Perhitungan Analisis GIS Tahun 2017 
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Gambar 6. Diagram Persentase Jenis Penggunaan Lahan Kawasan 
Pesisir Kota Bulukumba Tahun 2017 
Berdasarkan data penggunaan lahan di kawasan pesisir Kota 
Bulukumba Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan 
Terang-Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng 
Kecamatan Ujung Bulu tahun 2017 penggunaan lahan terbesar masih 
didominasi oleh perlindungan setempat dengan luas 162,49 Ha dan 
permukiman dengan luas 93,78 Ha. Sedangkan untuk rencana pola 
ruang kawasan pesisir Kota Bulukumba dalam Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Bulukumba 
Tahun 2016-2036 dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 6. Rencana Pola Ruang Kawasan Pesisir Kota Bulukumba  
Tahun 2016-2036 
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 
1 Permukiman 873,33 40,12 
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No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 
2 Olahraga 2,60 0,12 
3 Perdagangan 70,90 3,26 
4 Perlindungan Setempat 483,69 22,22 
5 Perkantoran  1,32 0,06 
6 RTH  225,67 10,37 
7 Pertahanan dan Keamanan 2,97 0,14 
8 Peribadatan 1,11 0,05 
9 Kesehatan 0,14 0,01 
10 Sungai 25,60 1,18 
11 Jalan 436,52 20,05 
12 Pendidikan 39,68 1,82 
13 Industri 11,63 0,53 
14 Sarana Transportasi 1,76 0,08 
Jumlah 2.176,92 100 
Sumber: RDTR Kawasan Perkotaan Bulukumba Tahun 2016-2036 
 
 
Gambar 7. Diagram Persentase Rencana Pola Ruang Kawasan Pesisir 
Kota Bulukumba Tahun 2016-2036 
 
Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa, rencana pola ruang di 
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Ela-Ela, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Bentenge dan 
Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu didominasi kawasan 
peruntukan permukiman yakni sebesar 40,12 % dengan luas 873,33 
Ha. Namun untuk menciptakan keseimbangan lingkungan pada 
perencanaan pola ruang ditetapkan untuk ruang terbuka hijau sebesar 
10,37 % dengan luas 225,67 Ha. 
2. Demografi 
Pada tahun 2016 jumlah penduduk di kawasan pesisir Kota 
Bulukumba Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan Terang-
Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan 
Ujung Bulu sebanyak 20.732 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 
10.093 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 10.639 jiwa 
yang tersebar di 5 kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
7 berikut ini: 
Tabel 7. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kawasan Pesisir Kota 
Bulukumba Tahun 2016 
No Kelurahan 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
(Jiwa) 
Laki-laki 
(jiwa) 
Perempuan 
(jiwa) 
1 Kalumeme 2.069 2.103 4.172 
2 Ela-Ela 2.063 2.165 4.228 
3 Terang-Terang 1.402 1.551 2.953 
4 Bentenge 2.490 2.717 5.207 
5 Kasimpureng 2.069 2.103 4.172 
Jumlah 10.093 10.639 20.732 
Sumber: BPS Kecamatan Ujung Bulu Dalam Angka Tahun 2017 
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Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi 
terdapat di Kelurahan Bentenge baik jumlah penduduk secara keseluruhan 
maupun penduduk per jenis kelamin yaitu sebesar 5.207 jiwa. Untuk 
jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 2.490 jiwa sedangkan 
jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 2.717 jiwa.  
Jumlah penduduk terendah terdapat di Kelurahan Terang-Terang 
baik jumlah penduduk secara keseluruhan maupun penduduk per jenis 
kelamin yaitu sebesar 2.953 jiwa. Untuk jumlah penduduk berjenis kelamin 
laki-laki sebesar 1.402 jiwa sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin 
perempuan sebesar 1.551 jiwa. 
Kepadatan penduduk pada tahun 2016 di kawasan pesisir Kota 
Bulukumba berbeda-beda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai 
berukut: 
Tabel 8. Kepadatan Penduduk di Kawasan Pesisir Kota Bulukumba 
Tahun 2016 
No Kelurahan 
Luas Lahan 
(Ha) 
Jumlah 
Penduduk 
(Jiwa) 
Kepadatan 
(Jiwa/Ha) 
1 Kalumeme 126,44 4.172 33 
2 Ela-Ela 81,37 4.228 52 
3 Terang-Terang 35,73 2.953 83 
4 Bentenge 33,76 5.207 154 
5 Kasimpureng 24,62 4.172 169 
Jumlah 301,92 20.732 491 
Sumber: BPS Kecamatan Ujung Bulu Dalam Angka Tahun 2017 
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Gambar 8. Grafik Kepadatan Penduduk di Kawasan Pesisir Kota 
Bulukumba Tahun 2016 
 
Berdasarkan data pada table 8 dan gambar 8 mengenai kepadatan 
penduduk pada tahun 2016 dapat diketahui kepadatan penduduk tertinggi 
ada pada Kelurahan Kasimpureng dengan kepadatan penduduk 169 
jiwa/Ha, sedangkan kepadatan penduduk terendah ada pada Kelurahan 
Kalumeme dengan kepadatan penduduknya 33 jiwa/Ha. 
3. Prasarana Jalan 
Prasarana Jalan merupakan suatu bagian dari prasarana dan sistem 
transportasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal yang 
memiliki fungsi pelayanan sebagai penghubung antara satu wilayah ke 
wilayah lainnya. Kondisi jaringan jalan yang terdapat di wilayah pesisir 
Kota Bulukumba Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela-Ela, Kelurahan 
Terang-Terang, Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng 
Kecamatan Ujung Bulu pada umumnya baik, rata-rata telah beraspal, 
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paving blok, dan perkerasan/beton. Sehingga sirkulasi kendaraan tidak 
mengalami hambatan. 
 
Gambar 9. Kondisi Prasarana Jalan di Sekitar Wilayah Pesisir Kota 
Bulukumba  
Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2017 
4. Kondisi Permukiman 
Kawasan permukiman memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan 
penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial. 
Keberadaan kawasan permukiman pada kawasan penelitian tersebar di 
seluruh wilayah yang terdiri dari berbagai macam tipe rumah, ada rumah 
tunggal ada pula rumah deret yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai 
peruntukan rumah tinggal tetapi juga sebagai peruntukan aktifitas pemilik 
rumah, status kepemilikan rumah di kawasan penelitian sebagian besar 
didirikan oleh pemilik rumah itu sendiri. 
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Gambar 10. Kondisi Permukiman di Sekitar Wilayah Pesisir Kota 
Bulukumba  
Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2017 
5. Sistem Persampahan 
Pengelolaan sampah penduduk sekitar wilayah pesisir Kota 
Bulukumba terbagi menjadi dua yaitu melalui tempat pemilahan sementara 
(TPS) lalu selanjutnya diangkut menuju ke tempat pemrosesan akhir 
(TPA), selain itu sebagian masyarakat juga langsung membakar 
sampahnya. Lain halnya dengan pengelolaan sampah di sekitar pasar 
tradisional cekkeng dimana hanya menumpuk sampah disembarang tempat 
padahal telah disediakan 1 unit kontainer di lokasi tersebut. Hal ini terjadi 
karena kurangnya kesadaran masyarakat atau pedagang untuk tidak 
membuang sampah disembarang tempat. Tentu saja hal ini akan semakin 
menambah pencemaran kondisi fisik lingkungan pesisir. 
 
65 
 
 
66 
 
 
67 
 
 
68 
 
 
69 
 
 
70 
 
C. Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba 
1. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas negara memberikan 
kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan 
pemerintah daerah. enyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan 
tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan 
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman 
bidang penataan ruang. Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang 
kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, 
dan masyarakat. Pembinaan penataan ruang dilaksanakan melalui: 
a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; 
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman 
bidang penataan ruang; 
c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan 
ruang; 
d. Pendidikan dan pelatihan; 
e. Penelitian dan pengembangan; 
f. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; 
g. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan 
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h. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. 
Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota 
menyelenggarakan pembinaan penataan ruang menurut kewenangannya 
masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 
pembinaan diatur dengan peraturan pemerintah 
Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:  
a. rencana umum tata ruang; dan  
b. rencana rinci tata ruang.   
Rencana rinci tata ruang terdiri atas:  
a. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan 
strategis nasional;  
b. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan  
c. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang 
kawasan strategis kabupaten/kota.  
Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional 
rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang disusun apabila:  
a. Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam 
pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 
dan/atau  
b. Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas 
dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan 
perincian sebelum dioperasionalkan.  
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Rencana detail tata ruang dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan 
zonasi. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program 
pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang dapat 
dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara 
vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Program pemanfaatan 
ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program 
utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah. Pemanfaatan 
ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu 
indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 
rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah 
disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah 
administratif sekitarnya. Pemanfaatan ruang memperhatikan standar 
pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.  
Pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan:  
a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;  
b. Standar kualitas lingkungan; dan  
c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui : 
a. Penetapan peraturanzonasi,  
b. Perizinan,  
c. Pemberian insentif dan disinsentif, serta  
d. Pengenaan sanksi.  
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Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan 
ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, 
dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan tindakan pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan 
Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan peran 
masyarakat.  
Peran masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan 
dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah 
daerah.  Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan 
memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup 
tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut: 
a. Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil 
dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan hak 
pengusahaan perairan pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan 
masing-masing instansi terkait. 
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b. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di kawasan 
perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang 
telah diatur secara tersendiri. 
c. Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimulai 
dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, 
pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, 
kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian 
konflik. 
d. Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau 
kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan 
ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu bioekoregion 
dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan 
ekonomi. 
Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif kaya sering 
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. 
Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan 
tersebut memicu tekanan terhadap Sumber daya pesisir dan pulau-pulau 
kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu 
akan berimplikasi meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-
pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa 
industrialisasi dan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-
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pulau kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu 
diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat. 
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap 
perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh 
sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat 
menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan 
generasi yang akan datang melalui pengembangan kawasan konservasi 
dan sempadan pantai. 
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan: 
a. keberlanjutan; 
b. konsistensi; 
c. keterpaduan; 
d. kepastian hukum; 
e. kemitraan; 
f. pemerataan; 
g. peran serta masyarakat; 
h. keterbukaan; 
i. desentralisasi; 
j. akuntabilitas; dan 
k. keadilan. 
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Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan 
dengan tujuan: 
a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan 
memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem 
ekologisnya secara berkelanjutan 
b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan 
pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil; 
c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta 
mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya 
pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, 
dan keberkelanjutan; dan 
d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui 
peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan 
pulau-pulau kecil. 
Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, 
terdiri atas: 
a. Rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
selanjutnya disebut RSWP-3-K;  
b. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya 
disebut RZWP-3-K;  
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c. Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan 
d. Rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang 
selanjutnya disebut RAPWP-3-K. 
Rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi: 
1. RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan darirencana 
pembangunan jangka panjang setiap pemerintah daerah. 
2. RSWP-3-K wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan 
pemerintah daerah. 
3. Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) 
tahun dan dapat ditinjau kembali sekurangkurangnya 5 (lima) tahun 
sekali. 
Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi: 
1. RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah 
kabupaten/kota. 
2. RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau 
pemerintah kabupaten/kota. 
3. Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan denganvdaya dukung 
ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi 
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ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi 
pertahanan dan keamanan;  
b. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, 
estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan 
c. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat 
dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. 
4. Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan 
dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. 
5. RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 
meliputi: 
1. RPWP-3-K berisi: 
a. Kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi 
penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang; 
b. Skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan 
karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
c. Jaminan terakomodasikannya pertimbangan pertimbangan hasil 
konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan kawasan 
serta revisi terhdap penetapan tujuan dan perizinan; 
d. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin 
tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta 
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e. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk 
mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya. 
2. RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 
sekurang- kurangnya 1 (satu) kali. 
Rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
1. RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan rencana pengelolaan dan 
rencana zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis. 
2. RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. 
Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan 
berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan 
terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Pemanfaatan pulau-pulau kecil 
dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih 
kepentingan berikut:  
a. Konservasi;  
b. Pendidikan dan pelatihan; 
c. Penelitian dan pengembangan;  
d. Budidaya laut;  
e. Pariwisata,  
f. Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; 
g. Pertanian organik;  
h. Peternakan.  
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Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta 
penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan 
perairan di sekitarnya wajib:  
a. Memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; 
b. Memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; 
c. Serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 
 
3. Perda No.21 Tahun 2012 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bulukumba  
Kebijakan penataan ruang daerah salah satunya yaitu perwujudan 
keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka 
keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan 
pelestarian lingkungan.  
Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan 
kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan 
sumberdaya, meliputi: 
a. Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan di wilayah pantai 
yang dapat merusak ekosistem pantai dan pesisir;  
b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana 
dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut 
untuk meningkatkan interaksi wilayah;  
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c. Menumbuhkembangkan industri yang berbasis pada potensi pesisir 
dan kelautan;  
d. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan 
berimbang;  
e. Mengembangkan kegiatan penunjang pemanfaatan dan pengembangan 
sumber daya wilayah pesisir dan kelautan.  
Strategi perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang 
perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan 
permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan, meliputi:  
a. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar 
atas keterpaduan pusat pusat permukiman dan sistem jaringan 
prasarana yang berungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan 
ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan 
fungsional. 
b. mendorong Pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, 
efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah guna terciptanya 
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.  
c. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat 
menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin 
tersedianya air tanah dan air permukiman serta menanggulangi banjir 
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dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang 
berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.  
Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan 
menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial 
budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling 
sedikit 20 % (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10 % 
(sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, dan PPK.  
Kawasan sempadan pantai ditetapkan di kawasan pesisir pantai 
Kabupaten Bulukumba dengan ketentuan:  
a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) 
meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau  
b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya 
curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan 
kondisi fisik pantai.  
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai 
meliputi:  
a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 
rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan 
pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan 
pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, 
pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi 
pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang 
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publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan 
dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi 
bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 
ancaman bencana tsunami;  
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan 
perlindungan setempat; dan  
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan 
kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan 
perlindungan setempat.  
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka 
hijau kawasan perkotaan meliputi:  
a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 
pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di 
ruang terbuka, dan evakuasi bencana;  
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, 
pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain 
kegiatan yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan 
perlindungan setempat; dan  
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c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun 
pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya 
yang mengganggu fungsi rth kota sebagai kawasan lindung setempat. 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan 
bakau meliputi:  
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan 
pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan 
konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan 
dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, 
dan angin;  
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai 
pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan  
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat 
mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan 
bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu 
fungsi kawasan berhutan bakau. 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami 
meliputi:  
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan 
terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan 
lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi 
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bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan 
pemantauan ancaman bencana;  
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, 
jenis, dan ancaman bencana;  
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta 
kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, 
dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan 
penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:  
1. Penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;  
2. Pembangunan bangunan penyelamatan; dan  
3. Pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami. 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi 
meliputi:  
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan 
pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, 
dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan 
jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk 
kepentingan pemantauan ancaman bencana; 
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b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
kegiatan yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan 
terjadinya abrasi;  
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan 
kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan  
d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi 
dan jalur evakuasi bencana. 
4. Draft Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan 
Perkotaan Bulukumba tahun 2016 - 2036 
Strategi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di 
Kabupaten Bulukumba akan diarahkan untuk meningkatkan kegiatan 
budidaya perikanan, pariwisata, industri kapal rakyat, melalui pendekatan 
ekologis, ekonomis dan sosial dengan indikator : 
a. Peningkatan produksi perikanan dari hasil budidaya perikanan darat 
dan laut. 
b. Peningkatan konstribusi kegiatan perikanan darat dan laut terhadap 
produk domestik regional bruto Kabupaten Bulukumba. 
c. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pesisir dan pulau-pulau 
kecil dari kegiatan budidaya pesisir dan laut. 
d. Berkurangnya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan 
pulau-pulau kecil. 
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e. Penggalian dan peningkatan potensi wisata bahari dengan 
penyelenggaraan even-even wisata baru yang sesuai dengan pasar dan 
karakteristik wisatawan (wisman dan wisnus). 
f. Peningkatan pengelolaan asset-aset pariwisata bahari yang lebih 
professional dengan tetap menjaga fungsi kelestarian, utamanya pada 
kawasan wisata Bira 
g. Menetapkan wilayah budidaya melalui kegiatan zonasi ruang khusus 
budidaya. 
h. Menyusun rencana tata ruang kawasan budidaya pesisir skala 
kabupaten yang berwawasan lingkungan dan sumberdaya alam. 
i. Menyusun dan mendesiminasikan petunjuk teknis penyusunan rencana 
tata ruang kawasan budidaya pesisir. 
j. Memfasilitasi masyarakat setempat untuk pengembangan rumput laut 
yang berwawasan lingkungan. 
k. Pengembangan usaha koperasi dan bekerjasama dengan swasta dan 
atau BUMN/BUMD melalui sistim kepemilikan saham. 
D. Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kota Bulukumba Terhadap Rencana 
Tata Ruang 
1. Analisis Trend Perubahan Penggunaan Lahan 
Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
penggunaan lahan. Terdapat perubahan penggunaan lahan 10 tahun terakhir 
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yang dianalisis dengan trend penggunaan lahan menggunakan teknik overlay. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 9. Trend Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kota Bulukumba 
Tahun 2007-2017 
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
tahun 2007 
Luas (Ha) 
tahun 2017 
Perubahan 
Lahan (Ha) 
tahun 2007-2017 
1 Permukiman 90,71 93,78 3,07 
2 Olahraga 2,17 2,17 - 
3 Perdagangan 12,09 12,89 0,79 
4 Perlindungan Setempat 167,84 162,49 -5,35 
5 Perkantoran  1,75 1,64 -0,11 
6 RTH  0,02 1,21 1,20 
7 Pertahanan dan Keamanan 0,89 0,89 - 
8 Peribadatan 0,85 1,08 0,23 
9 Kesehatan 0,14 0,14 - 
10 Sungai 5,56 5,56 - 
11 Jalan 16,24 16,24 - 
12 Pendidikan 3,47 3,65 0,18 
13 Industri 1,24 1,24 - 
14 Sarana Transportasi 1,76 1,76 - 
Jumlah 304,75 304,75  
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2017 
Penggunaan lahan dari tahun ketahun yaitu tahun 2007-2017 mengalami 
perubahan. Perubahan lahan paling tinggi terjadi pada penggunaan lahan 
perlindungan setempat sebesar -5,35 Ha namun tanda minus (-) pada hasil 
tersebut menunjukkan bahwa perlindungan setempat mengalami penurunan 
luasan. Penggunaan lahan yang tidak mengalami perubahan adalah olahraga , 
pertahanan dan keamanan, kesehatan, sungai, jalan, industri dan sarana 
transportasi. Sedangkan untuk penggunaan lahan perkantoran memiliki 
perubahan lahan terkecil yakni - 0,11 Ha. 
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2. Evaluasi Penggunaan Lahan Eksisting terhadap Rencana Pola Ruang 
Kawasan Pesisir Kota Bulukumba 
Dalam upaya penataan ruang yang optimal kondisi eksisiting merupakan 
dasar dalam merencanakan pola ruang di Kabupaten Bulukumba. Hasil analisis 
pada kondisi eksisting menghasilkan rencana pola ruang sebagai suatu bentuk 
manajemen lahan yang sifatnya tetap sedangkan kebutuhan lahan semakin 
meningkat tiap tahunnya. Dalam RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan 
Perkotaan Bulukumba Tahun 2016-2036 telah memuat rencana pola ruang 
sebagai berikut. 
Tabel 10. Penggunaan Lahan 2017 dan Rencana Pola Ruang Kawasan Pesisir Kota 
Bulukumba Tahun 2016-2036 
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
Penggunaan 
Lahan 2017 
Rencana Pola Ruang 
RDTR 
1 Permukiman 93,78 873,33 
2 Olahraga 2,17 2,60 
3 Perdagangan 12,89 70,90 
4 Perlindungan Setempat 162,49 483,69 
5 Perkantoran  1,64 1,32 
6 RTH  1,21 225,67 
7 Pertahanan dan Keamanan 0,89 2,97 
8 Peribadatan 1,08 1,11 
9 Kesehatan 0,14 0,14 
10 Sungai 5,56 25,60 
11 Jalan 16,24 436,52 
12 Pendidikan 3,65 39,68 
13 Industri 1,24 11,63 
14 Sarana Transportasi 1,76 1,76 
Jumlah 304,75 2.176,92 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2017 
Adapun untuk evaluasi penggunaan lahan 2017 terhadap rencana pola 
ruang kawasan pesisir Kota Bulukumba yang dimuat dalam RDTR dan 
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Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Bulukumba tahun 2016-2036 adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 11. Hasil Evaluasi Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Pola Ruang  
No Penggunaan Lahan Sesuai  
(Ha) 
Persentase 
(%) 
Tidak 
Sesuai 
(Ha) 
Persentase
(%) 
1 Permukiman 87,51 29,70 6,27 62,38 
2 Olahraga 2,17 0,74 - - 
3 Perdagangan 12,01 4,08 0,88 8,73 
4 Perlindungan Setempat 161,76 54,89 0,73 7,28 
5 Perkantoran  1,27 0,43 0,37 3,70 
6 RTH  0,74 0,25 0,47 4,70 
7 Pertahanan dan Keamanan 0,89 0,30 - - 
8 Peribadatan 1,01 0,34 0,06 0,64 
9 Kesehatan 0,14 0,05 - - 
10 Sungai 5,56 1,89 - - 
11 Jalan 16,24 5,51 - - 
12 Pendidikan 3,63 1,23 0,02 0,22 
13 Industri - - 1,24 12,31 
14 Sarana Transportasi 1,76 0,60  - - 
Jumlah 294,70 100 10,04 100 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat dari hasil evaluasi konisi eksisting 
terhadap rencana pola ruang kawasan pesisir Kota Bulukumba dalam RDTR 
dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Bulukumba tahun 2016-2036 
sebagian besar telah terimplementasi. Untuk penggunaan lahan dengan 
persentase ketidak sesuaian paling tinggi sebesar 62,38 % adalah permukiman 
dengan luas ketidak sesuaian sebesar 6,27 Ha. Sedangkan untuk persentase 
ketidak sesuaian terendah sebesar 0,22 % adalah pendidikan dengan luas ketidak 
sesuaian sebesar 0,02 Ha. 
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E. Faktor Penyebab Terjadinya Simpangan Penataan Ruang 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ketidak Sesuaian 
dengan Rencana Tata Ruang, Mata Pencaharian, Perizinan, Sanksi Penataan 
Ruang dan Sosialisasi Tata Ruang dengan jumah responden sebanyak 100 
responden. Berikut karakteristif responden terhadap penilaian variabel. 
Tabel 12. Hasil Kuesioner 
Variabel Keterangan Jumlah 
Ketidak Sesuaian dengan 
Rencana Tata Ruang 
Sesuai 69 
Tidak Sesuai 31 
Mata Pencaharian 
Nelayan 33 
Pegawai 16 
Wiraswasta 31 
Ibu Rumah Tangga 14 
PNS 6 
Perizinan Ya 67 
Tidak 33 
Sanksi Penataan Ruang Ya 78 
Tidak 22 
Sosialisasi Tata Ruang 
Papan Bicara 12 
Media 17 
Penyampaian Langsung 14 
Tidak ada 57 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan data hasil responden dapat diketahui bahwa pada varibel 
Ketidak Sesuaian dengan Rencana Tata Ruang  jumlah responden yang memilih  
sesuai sebanyak 69 responden sedangkan yang memilih tidak sesuai 32 
responden. Untuk variabel Mata Pencaharian sebanyak 33 responden yang 
memilih nelayan, 16 responden memilih Pegawai, 31 responden memilih 
Wiraswasta, 14 responden memilih Ibu Rumah Tangga, 6 responden memilih 
PNS. Variabel Perizinan sebanyak 67 responden memilih Ya, 33 responden 
memilih Tidak. Variabel Sanksi Penataan Ruang  sebanyak 78 responden 
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memilih Ya, 22 responden memilih Tidak dan untuk variabel Sosialisasi Tata 
Ruang sebanyak 12 responden memilih papan bicara, 17 responden memilih 
Media, 14 responden memilih Penyampaian Langsung, 57 responden memilih 
Tidak ada.  
Selanjutnya untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya simpangan 
penataan ruang di kawasan pesisir Kota Bulukumba digunakan analisis regresi 
linier berganda. Persamaan regresi dari penelitian ini dengan ketidak sesuaian 
dengan rencana tata ruang sebagai variabel dependen adalah sebagai berikut:  
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 
Dengan bantuan SPSS 23, diperoleh koefisien regresi hasil pengolahan 
data seperti terlihat pada tabel 13. 
Tabel 13. Koefisien Regresi Mata Pencaharian, Perizinan, Sanksi Penataan Ruang dan 
Sosialisasi Tata Ruang 
Model 
Unstandardized Coefficients 
B Std. Error 
1  (Constant) .971 .243 
Mata Pencaharian .037 .039 
Perizinan .058 .101 
Sanksi Penataan Ruang .123 .116 
Sosialisasi Tata Ruang .007 .044 
a Dependent Variabel: Ketidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2017 
Persamaan regresinya adalah: 
Y = 971 + 037X1 + 058X2 + 123X3 + 007X4  
Dari hasil perhitungan statistik tersebut didapat nilai konstanta untuk 
persamaan regresi sebesar 0,971. Hal ini menunjukkan apabila Mata 
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Pencaharian, Perizinan, Sanksi Penataan Ruang dan Sosialisasi Tata Ruang = 0 
maka Ketidak Sesuaian dengan Rencana Tata Ruang adalah sebesar 0,971. 
Berdasarkan output SPSS, terdapat satu parameter koefisien regresi yang 
bertanda positif dan memiliki nilai paling besar, yaitu Sanksi Penataan Ruang 
(X3) sedangkan tiga variabel lainnya, yaitu  Mata Pencaharian (X1), Perizinan 
(X2) dan Sosialisasi Tata Ruang (X4) memiliki parameter koefisien positif yang 
lebih kecil. Secara matematis, tanda positif berarti setiap perubahan salah satu 
variabel bebas akan mengakibatkan perubahan variabel terkait dengan arah 
yang sama bila variabel bebas lainnya dianggap konstan. Berukut ini adalah 
analisisnya: 
 Konstanta sebesar 0,971 artinya bila keempat variabel X sama dengan nol, 
maka Ketidak Sesuaian dengan Rencana Tata Ruang (Y) nilainya sebesar 
0,971. 
 Koefisien regresi Mata Pencaharian (X1) sebesar 0,037; artinya, setiap 
kenaikan X1 sebesar 1 satuan, maka Ketidak Sesuaian dengan Rencana Tata 
Ruang (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,037. Nilai X1 terhadap Y 
bernilai positif, artinya semakin tinggi nilai X1, maka nilai Y juga semakin 
tinggi. 
 Koefisien regresi Perizinan (X2) sebesar 0,058; artinya, setiap kenaikan X2 
sebesar 1 satuan, maka Ketidak Sesuaian dengan Rencana Tata Ruang (Y) 
96 
 
mengalami peningkatan sebesar 0,058. Nilai X2 terhadap Y bernilai positif, 
artinya semakin tinggi nilai X2, maka nilai Y juga semakin tinggi. 
 Koefisien regresi Sanksi Penataan Ruang (X3) sebesar 0,123; artinya, setiap 
kenaikan X3 sebesar 1 satuan, maka Ketidak Sesuaian dengan Rencana Tata 
Ruang (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,058. Nilai X3 terhadap Y 
bernilai positif, artinya semakin tinggi nilai X3, maka nilai Y juga semakin 
tinggi. 
 Koefisien regresi Sanksi Sosialisasi Tata Ruang (X4) sebesar 0,007; artinya, 
setiap kenaikan X4 sebesar 1 satuan, maka Ketidak Sesuaian dengan 
Rencana Tata Ruang (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,007. Nilai X4  
terhadap Y bernilai positif, artinya semakin tinggi nilai X4, maka nilai Y 
juga semakin tinggi. 
F. Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Perspektif Islam 
Islam adalah rahmatan lil alamin, yang mana syari'atnya tidak hanya 
untuk umat islam saja tapi bagi semesta alam sebagai Rahmat dari Allah. Islam 
seharusnya bukan saja sebagai agama kepercayaan, akan tetapi harus menjadi 
sebuah sistem nilai kehidupan yang tercermin dalam setiap diri tindakan 
penganutnya. Islam merupakan agama yang mengajarkan akhlak yang begitu 
sempurna mulai dari kejujuran, tidak egois, kedisplinan, patuh kepada 
pemimpin, patuh kepada semua peraturan pemerintah yang tidak bertentangan 
dengan agama. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Furqan/25:48-49. 
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﴿ ًاروُهَط ًءاَم ِءاَم َّسلا َنِم اَنْلَزَنأَو ۚ ِهَِتْحَْر ْيََدي َْيْ َب ًارْشُب َحَيَِّرلا َلَسَْرأ يِذَّلا َوُهَو٨٤ ًةَدْل َب ِِهب َيِيْحُِّنل ﴾
اًماَع َْنأ اَنْقَلَخ اَّمِ ُهَيِقْسُنَو اًت ْ ي َّم ﴿ ًايرِثَك َّيِسَنَأَو٨٤﴾  
Terjemahnya:  
Dan Dia yang mengirim angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum 
Rahmat-Nya; dan Kami turunkan dari langit air yang sangat suci agar 
Kami menghidupkan dengannya negeri yang mati; dan Kami memberi 
minum dengannya sebagian dari apa yang Kami ciptakan yaitu 
binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak (Kementerian 
Agama RI, 2012). 
 
Ayat ini menginformasikan bahwa air yang turun dari langit ketika 
pertama kali terbentuk merupakan air yang sangat bersih, bebas dari kuman dan 
polusi, meskipun ketika telah turun, air tersebut boleh jadi telah membawa 
benda-benda dan atom-atom yang ada di udara. Namun demikian, ia masih tetap 
sangat suci dan dapat digunakan menyucikan sekian banyak najis (Shihab 
2002).  
Perurutan penyebutan mahluk dari segi kebutuhan kepada air sungguh 
sangat serasi. Ayat-ayat diatas memulai menyebutkan turunnya air ke bumi, lalu 
pemberian minum binatang, selanjutnya manusia. Ini karena tanah sangat 
membutuhkan air karena agar tumbuhan dapat muncul dan hidup. Tumbuhan-
tumbuhan amat dibutuhkan oleh binatang di samping kebutuhannya kepada air 
karena itu binatang disebutkan sesudahnya. Terakhir adalah manusia yang 
membutuhkan air, tumbuhan dan binatang (Shihab 2002). 
Dari ayat diatas dijelaska bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri atas 
nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt. Tentunya nikamat tersebut 
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senantiasa dijaga, dirawat dan dilestarikan agar kelak nanti generasi berikutnya 
masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikan-Nya. Serta merencanakan 
pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, berharap 
pembangunan dan perkembangan kota menuju bottom up dan top down yaitu 
perekembangan kota mengarah kepada masyarakat lapisan bawah. 
Terkadang kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan 
hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran islam kedepannya akan 
menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus 
tata ruang kota yang perencanaannya tidak berpedomana pada nilai-nilai islam, 
akhirnya yang terjadi adalah kerusakan dan bencana.  
Serta pentingnya evaluasi dalam kegiatan penatan ruang, dimana evaluasi 
ini dilakukan untuk melihat potensi dan peluang serta kendala dalam 
pembangunan wilayah. 
Pembangunan tata ruang harus memperhatikan pula akan kondisi sosial 
masyarakat, kelestarian alam, dan aturan-aturan yang berlaku. Seperti halnya di 
wilayah pesisir Kota Bulukumba yang merupakan wilayah yang sangat 
berpotensi dalam perkembangan dan kemajuan kota, di samping itu ayat ini 
mengisyaratkan manusia/kita untuk menjaga lingkungan pesisir sebagai 
kebutuhan masyarakat baik itu mata pencaharian di darat maupun di laut. 
Menjaga lingkungan pesisir Kota Bulukumba adalah wujud dari kesyukuran 
kepada Allah swt. yang telah menurunkan Rahmat-Nya kepada manusia.  
Allah swt. telah berfirman dalam QS ar-Rum/30:41 sebagai berikut: 
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 َي ْمُهَّلَعَل اوُلِمَع يِذَّلا َضْع َب مُهَقيِذُِيل ِساَّنلا يِدَْيأ ْتَبَسَك َابِ ِرْحَبْلاَو َِّبْلا فِ ُداَسَفْلا َرَهَظ﴿ ََ وُع
ِِْر٨٤﴾  
Terjemahnya:  
Telah Nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 
(kejalan yang benar) (Kementerian Agama RI, 2012). 
 
Ayat tersebut menjelaskan segala kerusakan yang terjadi di muka bumi 
baik daratan maupun lautan mayoritas disebabkan oleh ulah manusia yang tidak 
bertanggung jawab. Hal ini dipahami bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh 
manusia tidak terbatas pada pelanggaran norma namun juga pengrusakan fisik 
lingkungan. Bahwa memelihara lingkungan hidup dari kerusakan merupakan 
kewajiban bagi setiap orang. Sehingga seluruh komponen masyarakat juga 
harus bersama-sama saling menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak 
mengancam sesama. 
Islam mengajarkan dua macam hubungan, yaitu hubungan vertikal 
manusia dengan Allah dan hubungan horizontal manusia dengan manusia. 
Sebagai umat islam hendaknya menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian dan 
keserasian lingkungan, sebab dalam berbagai ayat al-Qur’an telah melarang 
umat islam merusak ekosistemnya atau lingkungan hidupnya. Jika hal ini 
dilanggar, bukan saja melakukan dosa besar, tetapi juga akan menyengsarakan 
masyarakat banyak (publik) yang harus menerima social cost akibat ulah orang-
orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana yang dijelaskan Allah swt. 
dalam QS al-Maidah/5:32. 
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 ِضْرَْلْا ِفِ ٍداَسَف َْوأ ٍسْف َن ِْيرَغِب اًسْف َن َلَت َق نَم ُهََّنأ َلِيئَارْسِإ ِنَِب َٰىَلَع اَن ْ ب َتَك َكِل ََٰذ ِل ِْ َأ ْنِم  َلَت َق َا َّنََّأَكَف
 ْنَمَو اًعي َِجَ َساَّنلا  ْن ِّم ًايرِثَك ََّ ِإ َُّثُ ِتاَنِّيَبْلِبِ اَنُلُسُر ْمُه ْتَءا َِ  ْدَقَلَو ۚ اًعي َِجَ َساَّنلا اَيْحَأ َا َّنََّأَكَف اَهاَيْحَأ َدْع َب مُه
﴿ ََ وُِفرْسُمَل ِضْرَْلْا فِ َكِل ََٰذ٢٣﴾  
Terjemahnya:  
Oleh karena itu, kami menetapkan (sautu hukum) atas Bani ‘Isra’il 
bahwa: Barang siapa yang membunuh satu jiwa, bukan karena jiwa yang 
lain, atau karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan 
dia telah mambunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah 
datang kepada mereka para Rasul Kami dengan keterangan-keterangan 
yang jelas, kemudia sesungguhnya banyak diantara mereka sesudah itu 
melampauai batas dimuka bumi (Kementerian Agama RI, 2012). 
 
Ayat di atas mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang 
manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia, dan yang 
menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia. Peraturan 
baik apa pun yang ditetapkan oleh manusia atau oleh Allah, pada hakikatnya 
adalah untuk kemaslahatan masyarakat manusia. Dan, kalau kita menyebut kata 
masyarakat maka kita semua tahu bahwa ia adalah kumpulan dari saya, Anda 
dan dia, kumpulan dari manusia. Pada saat manusia merasakan kehadiran 
manusia-manusia lain bersamanya, saat itu pula seorang atau ribuan anggota 
masyaraktnya mempunyai kedudukan yang sama bahwa semua harus dihargai 
(Shihab 2002). 
Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa, dalam pandangan al-Qur’an, 
semua manusia, apa pun ras, keturunan dan agamanya adalah sama dari segi 
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kemanusiaan. Ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim 
keistimewaan satu ras atas ras yang lain (Shihab 2002). 
Dari ayat tersebut diatas jelaslah Allah membolehkan menghukum mati 
orang-orang yang melakukan pengrusakan di muka bumi. Sebab hal ini dapat 
menyebabkan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Manusia, perlu berbenah 
diri untuk senantiasa mengharap ridho kepada Allah swt. selalu bersyukur atas 
nikmat yang telah diberikan-Nya. Jangan melanggar aturan-aturan dalam 
syaria’at Islam, mengetahui posisi diri ada dimana sehingga tidak akan salah 
dalam melangkah.  
Dalam ajaran Islam siapa yang mengerjakan baik maka kelak hidupnya 
akan bermanfaat, tetapi apabila siapa yang curang, culas, serakah maka kelak 
akan mendapatkan balasan dari Allah swt. Balasan yang sifatnya kecil hingga 
balasan yang manusia tidak bisa memperhitungkan, kerusakan material dan 
kematian yang dahsyat. Jika secara hukum tidak bisa membuat mereka jera 
maka balasan dari Allah swt. lah yang akan membuat mereka jera. 
Dalam hasil penelitian menujukkan terjadinya ketidak sesuaian antara 
penggunaan lahan eksisting dengan rencana pola ruang. Terjadinya ketidak 
sesuaian ini disebabkan oleh ulah masyarat kawasan pesisir Kota Bulukumba. 
Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut akan 
mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut diberikan oleh pemerintah setempat. 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis trend penggunaan lahan kawasan pesisir Kota 
Bulukumba dari tahun 2007-2017 lahan yang mengalami perubahan 
terbesar adalah perlindungan setempat sebesar -5,35 Ha. Tanda minus (-) 
pada nilai perlindungan setempat menunjukkan penurunan luasan. 
Sedangkan yang mengalami perubahan lahan terkecil yakni -0,11 Ha. 
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dalam penentuan faktor 
penyebab terjadinya simpangan penataan ruang dapat diketahui bahwa 
faktor-faktor yang menyebabkan simpangan penataan ruang pada kawasan 
pesisir Kota Bulukumba adalah Sanksi Penataan Ruang sebesar 0,123 
sebagai faktor tertinggi, kemudian Perizinan 0,058; Mata Pencaharian 
sebesar 0,037; Sosialisasi Tata Ruang 0,007. 
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B. Saran 
Adapun saran, semoga bermanfaat sebagai berikut: 
1. Pemerintah kota disarankan lebih berperan dalam mengendalikan 
penggunaan lahan yang tidak sejalan dengan Rencana Detail Tata Ruang 
(RDTR). 
2. Mengingat pemahaman masyarakat tentang rencana tata ruang masih 
sangat rendah maka disarankan perlunya pengembangan sosialisasi tata 
ruang agar masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan dari produk 
tata ruang itu sendiri, minimal disetiap kecamatan harus ada papan 
pengumuman mengenai RDTR per kecamatan. 
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LAMPIRAN 
  
Lampiran A 
 
LEMBAR KUESIONER 
DATA RESPONDEN 
Nama       :   
Jenis kelamin     :  
Usia       :  
Alamat Lengkap/Kelurahan : 
Pekerjaan      :  
 
PETUNJUK  
1. Kuesioner ini merupakan bahan penyusunan skripsi pada Jurusan Perencanaan 
Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar.  
2. Kuesioner ini bertujuan untuk mencari fakta ilmiah tentang kondisi 
permasalahan pada obyek penelitian, oleh sebab itu diharapkan bapak/ibu sdr 
(i) untuk memberikan jawaban dan keterangan yang sebenar-benarnya! 
3. Berilah tanda silang (X) pada salah satu  alternatif jawaban yang anda anggap 
paling sesuai berdasarkan pengamatan, pengalaman serta pengetahuan anda! 
 
DARFTAR PERTANYAAN 
1. Apakah anda tahu tentang rencana tata ruang? 
a.Ya 
b.Tidak 
 2. Jika tahu, apakah menurut anda rencana tata ruang di kawasan pesisir Kota 
Bulukumba sudah sesuai? 
a.Ya 
b.Tidak 
 
3. Apakah menurut anda ada penyimpangan terhadap rencana tata ruang di di 
kawasan pesisir Kota Bulukumba? 
a. Ya,  
b. Tidak 
 
4. Apakah anda tahu mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan 
Perkotaan Bulukumba? 
a. Ya  
b. Tidak 
 
5. Apakah pernah ada pemberitahuan/sosialisasi tentang rencana tata ruang di 
kawasan pesisir Kota Bulukumba dan bagaimana cara menyampaikannya? 
a. Papan bicara 
b. Media 
c. Penyampaian secara langsusng 
d.Tidak 
 
6. Apakah anda mengetahui rencana pembangunan yang akan dilakukan atau sudah 
dilakukan di wilayah ini? 
a. Ya  
b. Tidak 
 
7. Dalam membangun/mengelola lahan, apakah anda pernah mendapat arahan 
tentang penggunaan lahan dari pemerintah? 
a. Ya   
b. Tidak 
 
8. Apakah anda pernah membaca/mengetahui tentang peraturan/UndangUndang 
mengenai tata ruang? 
a. Ya   
b. Tidak 
 9. Apakah anda tahu tentang penggunaan lahan di wilayah ini? 
a. Ya   
b. Tidak 
 
10. Kalau tahu, darimana anda tahu tentang penggunaan lahan tersebut? 
a. Pemerintah   
b. Masyarakat    
c. Lainnya (sebutkan) 
 
11. Apakah anda tahu tentang penyimpangan penggunaan lahan? 
a. Ya 
b. Tidak 
 
12. Apakah di lokasi anda terjadi penyimpangan penggunaan lahan? 
a. Ya    
b. Tidak 
 
13.  Apakah andatahu penyebab terjadinya penyimpangan penggunaan lahan? 
a. Ya    
b. Tidak 
 
14. Apakah anda tahu akibat dari penyimpangan penggunaan lahan? 
a. Ya    
b. Tidak 
 
15. Apakah lokasi yang anda tempati terletak di daerah penyimpangan penggunaan 
lahan? 
a. Ya    
b. Tidak 
 
16. Kalau ya, apakah anda sudah siap jika sewaktu-waktu terjadi penertibanatau 
pemindahan? 
a. Ya    
b. Tidak 
 
17. Apakah pernah ada pemberitahuan tentang penyimpangan penggunaan lahan 
diwilayah ini? 
a. Ya    
b. Tidak 
 
18. Apakah lahan yang anda tempati sekaranga dalah lahan milik pribadi, sewa atau 
pemerintah? 
a. Ya 
b. Tidak 
 
19. Apakah anda membuat/mengurus izin penggunaan lahan atau sertifikat? 
a. Ya    
b. Tidak 
 
20. Jika ya, apakah mengalami kesulitan dalam membuat perizinan tersebut? 
a. Ya    
b. Tidak 
 
21. Apakah anda tahu tentang adanya sanki apabila melanggar tata ruang? 
a. Ya 
b. Tidak 
  
Lampiran B 
 
TABEL REKAPITULASI DATA KUESIONER 
Keterangan; 
Ketidak Sesuaian dengan 
Rencana Tata Ruang 
Sesuai 1 
Tidak Sesuai 2 
Mata Pencaharian 
  
  
  
  
Nelayan 1 
Pegawai 2 
Wiraswasta 3 
Ibu Rumah Tangga 4 
PNS 5 
Perizinan 
  
Ya 1 
Tidak 2 
Sanksi Penataan Ruang 
  
Ya 1 
Tidak 2 
Sosialisasi Tata Ruang 
  
  
  
Papan Bicara 1 
Media 2 
Penyampaian Langsung 3 
Tidak ada 4 
 
No. Ketidak Sesuaian dengan 
Rencana Tata Ruang 
Mata 
Pencaharian 
Perizinan Sanksi Penataan 
Ruang 
Sosialisasi 
Tata Ruang 
1 1 3 1 1 4 
2 1 2 1 1 2 
3 1 3 2 1 3 
4 1 1 1 1 4 
5 2 3 2 1 4 
6 2 5 1 1 2 
7 1 4 2 2 4 
8 1 3 2 1 3 
9 1 4 2 2 4 
10 1 4 1 1 4 
11 1 1 2 2 4 
12 2 1 2 1 4 
13 2 1 2 2 4 
14 1 5 2 1 3 
15 1 1 2 2 4 
16 1 3 1 1 3 
No. Ketidak Sesuaian dengan 
Rencana Tata Ruang 
Mata 
Pencaharian 
Perizinan Sanksi Penataan 
Ruang 
Sosialisasi 
Tata Ruang 
17 1 3 1 1 3 
18 1 3 2 1 4 
19 2 5 1 1 2 
20 2 4 2 1 4 
21 1 3 1 1 4 
22 2 1 1 2 4 
23 1 5 2 1 1 
24 1 1 1 1 4 
25 2 2 1 1 4 
26 1 1 1 2 4 
27 1 3 1 1 4 
28 1 5 1 1 2 
29 1 3 1 1 2 
30 1 1 1 1 4 
31 2 3 1 1 1 
32 2 2 2 1 1 
33 2 4 1 1 4 
34 1 4 1 1 4 
35 2 3 1 2 3 
36 1 3 2 2 3 
37 1 3 1 2 1 
38 1 4 2 1 4 
39 2 4 2 1 4 
40 2 1 2 1 4 
41 1 1 2 1 2 
42 2 1 2 1 4 
43 1 2 1 1 2 
44 2 2 1 1 2 
45 2 3 2 1 1 
46 1 3 2 1 2 
47 1 4 2 2 4 
48 1 1 1 1 4 
49 1 1 1 1 4 
50 1 1 1 1 2 
51 1 1 1 2 3 
52 1 1 1 2 3 
53 1 1 2 1 4 
54 1 4 1 1 4 
55 1 4 1 1 4 
56 1 2 2 1 1 
57 1 3 1 2 4 
58 2 3 2 2 4 
59 2 4 2 2 4 
No. Ketidak Sesuaian dengan 
Rencana Tata Ruang 
Mata 
Pencaharian 
Perizinan Sanksi Penataan 
Ruang 
Sosialisasi 
Tata Ruang 
60 1 1 2 1 4 
61 2 2 1 1 4 
62 2 3 1 2 4 
63 2 4 1 1 4 
64 1 3 1 1 4 
65 1 3 1 1 1 
66 1 3 2 1 3 
67 1 3 1 1 4 
68 1 3 1 1 4 
69 1 3 1 1 2 
70 1 1 1 1 4 
71 1 1 1 1 1 
72 2 2 1 1 2 
73 2 2 1 1 4 
74 2 1 1 2 4 
75 1 4 1 1 4 
76 2 3 1 1 3 
77 1 2 2 1 3 
78 1 1 1 1 4 
79 2 5 1 2 1 
80 1 2 1 1 2 
81 1 1 1 1 4 
82 1 2 1 1 3 
83 1 2 1 1 2 
84 1 2 1 1 2 
85 1 3 1 1 1 
86 1 3 1 1 1 
87 1 1 1 1 4 
88 1 1 1 1 4 
89 1 1 1 2 4 
90 1 1 1 1 4 
91 1 1 1 1 4 
92 1 1 2 1 2 
93 1 2 1 1 4 
94 2 2 2 1 4 
95 2 1 1 2 4 
96 2 1 1 1 3 
97 2 3 1 1 2 
98 1 3 1 1 4 
99 1 3 1 1 1 
100 1 1 2 2 4 
Lampiran C 
 
PROSES ANALISIS REGRESI 
Langkah-langkah menganalisis sebagai berikut: 
1. Input data ke SPSS 
Ada 2 view dalam SPSS, yaitu Data View dan Variable View. Data di input ke Data View. 
 
Sementara Variable View digunakan untuk memberi nama variabel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pilih menu Analyze  Regression   Linear. Maka akan tampak di layar tampilan seperti gambar berikut:   
 
 
 
 
 
 
 
3. Masukkan variabel pada kolom Dependent  Ketidak Sesuaian dengan Rencana Tata Ruang, Independent(s)  Mata 
Pencaharian, Perizinan, Sanksi Penataan Ruang dan Sosialisasi Tata Ruang. Seperti gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 4. Klik Statistics, centang seluruh pilihan pada kolom Regression Coefficien lalu klik continue.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Klik Plots, pada kolom Y  *ZRESID dan pada kolom X  DEPENDNT lalu klik continue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Klik Save, pada kolom Residuals centang kotak Unstandarized, klik continue lalu klik OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Akan muncul output seperti berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran D 
 
MATRIKS KOEFISIEN REGRESI 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
95% Confidence Interval for 
B Correlations Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) .971 .243  3.992 .000 .488 1.454      
MATA 
PENCAHARIAN 
.037 .039 .101 .971 .334 -.039 .114 .093 .099 .098 .953 1.049 
PERIZINAN .058 .101 .059 .573 .568 -.143 .258 .081 .059 .058 .972 1.029 
SANKSI 
PENATAAN 
RUANG 
.123 .116 .110 1.055 .294 -.108 .353 .114 .108 .107 .947 1.056 
SOSIALISASI 
TATA RUANG 
.007 .044 .016 .150 .881 -.082 .095 .021 .015 .015 .927 1.079 
a. Dependent Variable: 
KETIDAK SESUAIAN 
DENGAN RENCATA TATA 
RUANG 
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